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A. Latar Belakang

Kesan penyelenggaraan pembangunan di tiap kabupaten / kota yang berjalan
sendiri-sendiri dan kurang terkoordinasi secara regional sangat nampak sejak
dilaksanakannya Undang-Undang Pemerintahan di Daerah tahun 1999 yang kemudian
mendapatkan revisi tahun 2004. Menurunnya intensitas penyelenggaraan koordinasi
manajemen regional ini diperkuat oleh kenyataan baru bahwa titik berat pelaksanaan
otonomi daerah setelah berakhirnya masa orde baru berada di kabupaten / kota. Kendali
pemerintah Provinsi sebagai koordinator pembangunan kabupaten / kota mengendor seiring
penguatan otonomi di tingkat kabupaten kota tersebut. Akibatnya isu-isu pembangunan

regional menjadi kurang mendapatkan perhatian.

Tata penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, tidak secara eksplisit memberikan tempat yang tegas pada
pengurusan permasalahan regional tersebut. Hal ini nampak pada dua fenomena berikut.
Pertama, pembagian wilayah administratif di Indonesia tidak secara eksplisit menunjukkan
pengurusan wilayah antar kabupaten / kota. Undang-undang tersebut dalam salah satu
pasalnya menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing
mempunyai pemerintah daerah (pasal 2 ayat (1)). Kedua, kurangnya tempat bagi
penyelenggaraan pembangunan lintas kabupaten/kota ini juga diperkuat dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) baru yang juga diundangkan tahun 2004.
Penjelasan Undang-Undang RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN); Pasal 2 ayat (4) huruf a, tentang pelaku pembangunan
mempertegas isu tersebut. Yang  dimaksud dengan “pelaku pembangunan® adalah
Pemerintah (Pusat, Provinsi, kabupaten dan Kota), dunia usaha dan masyarakat. Dalam
sistem perencanaan pembangunan daerah, mekanisme perencanaan dilakukan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dalam sistem
perencanaan pembangunan dengan perundangan tersebut hanya dilakukan pada tingkat
kelurahan, kecamatan, dan Forum SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) baik tingkat
kabupaten / kota maupun Provinsi. Aturan tersebut tidak secara jelas memberikan tempat
bagi forum perencanaan pembangunan kewilayahan yang berada pada lebih dari satu

wilayah kabupaten / kota dalam satu wilayah provinsi. Sementara itu banyak isu
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kewilayahan mendesak untuk terus diselesaikan melalui mekanisme koordinasi dan kerjasama

antar daerah yang berdekatan.

Menguatnya otonomi menjadi perubahan yang fenomenal di Indoensia, sejak tahun
1999. Tanpa pembagian kewenangan dan ruang gerak yang cukup bagi pemerintah lokal
merupakan ciri utama dari sentralisasi pemerintahan. Karakteristik tersebut juga
dikemukakan Harry Friedman' yang menegaskan bahwa “adanya pembagian kewenangan
serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan
kepada unit pemerintahan yang lebih rendah merupakan penanda adanya desentralisasi”.
Namun dalam catatan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, unsur etnosentrisme yang
membentuk egoisme lokal menyertai kebebasan tersebut.? Dengan makin menguatnya
otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota menyebabkan masing-masing pemerintah lokal
merasa semua harus dan bisa ditentukan dan dilakukan sendiri. Implikasi lanjut banyak
potensi konflik dibiarkan berkembang tanpa kerjasama dalam penanganan bersama.
Fenomena etnosentrisme yang mengekspresikan egoisme lokal ini makin menjadi-jadi seiring
makin melemahnya koordinasi antar daerah yang dulunya secara intensif dilakukan oleh
pemerintah Provinsi. Fenomena ego lokal terlihat pada kasus-kasus penanganan konflik yang
terjadi karena kelibatan dua atau lebih daerah kabupaten kota yang berdekatan pada isu-isu

tertentu, baik isu pemanfaatan sumberdaya alam maupun penanganan isu lingkungan.

Terjadi kekaburan kondisi kelembagaan hasil regionalisasi yang telah “diatur”
Pemerintah Provinsi sejak masa orde baru. Selain regionalisasi yang dibentuk Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dengan Perda Tata Ruang — yang disebut kawasan prioritas - ,
terdapat lembaga kerjasama antar daerah yang muncul dari regionalisasi sendiri-sendiri,
tanpa dukungan Perda sebelumnya, meliputi beberapa Kabupaten Kota, seperti

Banjarkebuka (Banjarnegara, Kebumen dan Pekalongan), dan Sampan (Sapta Mitra

! Lihat Cheema, Cheema, Shabbir and Dennis Rondinelli, 1983, Decentralization and Development, Beverly Hills,
CA : Sage Publications

? Lihat Djohan, Djohermansyah, 2002, "Fenomena Etnosentrisme Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah"
(makalah dalam Workshop Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Daerah, UNDIP, Semarang
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Pantura). Keberadaan lembaga-lembaga tersebut masih kabur. Kekaburan ini mendorong

peneliti untuk mempetakan keberadaan lembaga-lembaga regional yang ada di Jawa Tengah.

Banyak ragam kerjasama antardaerah. Pembatasan kajian dilakukan pada jenis
dan cakupan lokasi. Dari jenisnya pembatasan kajian dilakukan pada organisasi kerjasama
antar darah yang berdekatan (kerjasama regional). Sejauh ini organisasi kerjasama ini belum
berjalan dan terdomkumentasi dengan baik. Hal ini terlihat antara lain dari belum adanya
dokumentasi kerjasama regional pada tataran organisasi lebih tinggi, yakni : Biro Kerjasama
Antar Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah ataupun Bappeda Provinsi Jawa Tengah
(wawancara dengan Kepala Biro, September 2005). Dengan batasan jenis kerjasama ini, jenis
kerjasama antadaerah lain seperti APKASI, APKESI, APPSI, ADKASI, ADEKSI,
ADEPSI, Sister City serta kawasan-kawasan khsusus yang menggunakan pendekatan cluster
tidak termasuk dalam fokus kajian. Dari lokasinya dibatasi pada kerjasama antar daerah
yang berdekatan yang berada di wilayah Jawa Tengah. Kerjasama regional lintas wilayah
provinsi seperti : Pancimas (Jateng-DIY), Java Promo (Jateng-DIY), ataupun
Ratubangnegoro (Jateng-Jatim) tidak termasuk dalam kajian. Jawa Tengah dipilih karena

provinsi ini memiliki kerjasama regional paling banyak.

Beberapa alasan pemilihan tema disertasi antara lain : (i) adanya pendapat
bahwa pengelolaan isu regional dalam pembangunan nasional sangat penting, sementara pada
tatanan kebijakan perencanaan pembangunan nasional kurang mendapat porsi perhatian
yang cukup, (ii) adanya ketidakjelasan kondisi regionalisasi dan lembaga kerjasama regional
yvang ada, (iii) belum teridentifikasinya faktor-faktor yang dapat mendukung dan
menghambat kinerja lembaga kerjasama regional, serta (iv) belum adanya model kerjasama
antar daerah yang berdekatan yang dapat dijadikan referensi bagi kabupaten/kota lain yang
belum tergabung dalam kerjasama regional menjadikan alasan pemilihan judul disertasi ini,
yakni : "Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah” (Studi Kasus Dinamika

Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

B.1. Identifikasi Masalah :

1) Terdapat beberapa konflik antar daerah yang berdekatan yang sebenarnya dapat
dijadikan landasan awal dilakukannya kerjasama antar daerah yang berdekatan, tetapi

tidak terjadi seperti diharapkan,
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2)

3)

4)

5)

B.2.

Terdapat ketidakjelasan keberadaan dan kondisi regionalisasi dan lembaga kerjasama
antar daerah yang berdekatan di Jawa Tengah. Kerjasama antar daerah yang
berdekatan atau kerjasama regional yang dulunya dibentuk secara sentralistik belum
terdeteksi dengan baik keberadaannya.

Ada indikasi kondisi stagnan yang mendominasi kerjasama antar daerah yang
berdekatan di Jawa Tengah yang terwadahi dalam region keruangan. Hal ini terlihat
dari program-program pembangunan dalam wilayah kerjasama regional sebagian besar
masih belum dapat diimplementasikan dan banyak masalah lintas daerah tidak dapat
tertangani dan cenderung dibiarkan.

Banyak faktor diduga memperkuat dan memperlemah kerjasama regional, antara lain :
disparitas antar daerah anggota kerjasama, egoisme lokal, isu kolektif dan komitmen
kelembagaan.

Belum ditemukan model kelembagaan yang pas yang dapat dicontoh oleh
kabupaten/kota lain yang belum dan ingin tergabung dalam lembaga kerjasama
regional.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini memfokus pada upaya mencari jawab terhadap
pertanyaan pokok berikut : "bagaimanakah variasi regionalisasi dan model lembaga
kerjasama regional di Jawa Tengah?” Dari pertanyaan pokok tersebut kemudian

terjabar dalam tiga (3) permasalahan lanjut, yakni :

1). Bagaimana proses pembentukan region (regionalisasi) dan perkembangan
lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah?

2). Faktor pencetus apa yang dapat mendorong proses pembentukan region
(regionalisasi) menuju kerjasama regional dan faktor apa yang dapat mendukung
dan menghambat proses perkembangan kerjasama regional di Jawa Tengah?,

3). Bagaimanakah format kelembagaan kerjasama regional ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan variasi regionalisasi dan lembaga
kerjasama regional di Jawa Tengah, yang kemudian dielaborasikan ke dalam enam (6)

tujuan berikut :
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Mempetakan regionalisasi dan lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah.
Mendeskripsikan proses regionalisasi, kerjasama regional serta perkembangan
lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah

Mendeskripsikan dinamika lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah
Menjelaskan faktor pencetus yang menyebabkan regionalisasi dapat berkembang
menjadi kerjasama regional

Menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan
kerjasama regional di Jawa Tengah

Menyusun format kelembagaan kerjasama regional yang komprehensif ke depan

D. Manfaat Penelitian

D.1.

D.2.

Manfaat teoritis

Kajian tentang kerjasama antar daerah, khususnya kerjasama antar daerah yang
berdekatan di Indonesia belum banyak mendapat perhatian, sehingga diharapkan
penelitian ini memperkaya informasi di bidang tersebut. Informasi terutama pada
proses pembentukan region yang memberikan kecenderungan kerjasama yang
efektif, serta penyusunan model/desain kelembagaan kerjasama regional. Ada 2
fenomena teoritis, yakni pertama, pergeseran pendekatan organisasi dari yang
mengedepankan intra organization ke interorganization. Kedua, pendekatan
kerjasama antar daerah yang karena struktur hubungannya yang merupakan
“relasi horisontal” bersifat voluntary ke arah kolaborasi yang lebih punya kekuatan
dalam collective action. Kajian ini membahas fenomena ini pada organisasi lembaga

kerjasama antar daerah.

Manfaat Praktis

Dalam domain praktis belum juga banyak ditemukan kejelasan kebijakan yang
dapat digunakan sebagai pedoman serta referensi praktis untuk menyelenggarakan
kerjasama dan membentuk lembaga kerjasama antar daerah yang berdekatan.
Manfaat lain adalah dari penyusunan model kerjasama regional akan memberikan
alternatif pilihan baik bentuk kerjasama maupun model kelembagaannya pada
pengelolaan manajemen regional yang kurang mendapatkan ruang pada sistem

perencanaan pembangunan nasional.
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E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa sudut pandang pada kajian regional. Dari penelusuran yang
dilakukan ditemukan bahwa kajian regional didominasi oleh penelitian tentang
pertumbuhan ekonomi regional termasuk di dalamnya ketimpangan regional, income
percapita dan sedikit lagi tentang pemaknaan istilah regionalism. Penelitian dalam
disertasi ini berbeda dengan kebanyakan tulisan regionalisasi yang ada karena lebih
memfokuskan pada analisis proses pembentukan region dan manajemen kerjasama
regional daripada pertumbuhan dan ketimpangan regional. Berikut ringkasan fokus
kajian regional terdahulu. Sementara kajian kerjasama yang telah ada bersifat lebih

makro pada berbagai jenis kerjasama.

Regionalisasi yang menjadi isu sentral dalam disertasi ini lebih berfokus pada :
pemetaan region dan kerjasama regional, penjelasan proses pembentukan region
(regionalisasi), intergovernmental management and networking, dan penelusuran berbagai
penyebab sebuah region tidak berkembang menjadi kerjasama antar daerah yang

berdekatan yang memiliki efek sinergitas antar daerah yang berdekatan.
F. Tinjauan Pustaka

Pendekatan wilayah dianggap sebagai pelengkap penting dalam penyelenggaraan
pembangunan disamping pendekatan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan
pembangunan wilayah inilah berbagai kondisi baik praktikal maupun pergeseran
paradigmatis pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terjadi dan menjadi
setting dari proses pembangunan wilayah tersebut. Pergeseran secara umum terjadi dari

pendekatan sentralistis ke desentralistis.

Tinjauan pustaka ini kemudian menelaah teori yang melingkupi suasana
pergeseran praktek demokrasi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan di
Indonesia termasuk fenomena kerjasama antar daerah yang berdekatan yang kemudian
disebut manajemen regional. Pergeseran paradigma baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan secara umum dan khususnya dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah
diwarnai oleh pergeseran konsep government ke arah governance. Satu dimensi penting
dalam governance adalah pola hubungan antar pelaku (negara, masyarakat dan dunia

usaha) dalam kerangka demokrasi. Dalam proses demokratisasi, dituntut ruang publik
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yang semakin luas bagi aktor-aktor dan stakeholders di luar pemerintah untuk terlibat

dalam proses pengambilan keputusan publik (Dwiyanto, dan kawan-kawan, 2003).

Beberapa kajian membahas faktor yang berperanan dalam regionalisasi dan
kerjasama antar daerah. Weichhart mengemukakan antara lain : tekanan global,
keterbatasan kemampuan dan potensi serta ego lokal, sementara Goggin menjelaskan
intergovernmental communication Mode yang memberikan penekatan pada sejumlah faktor
yvang mendukung (inducement factors) dan menghambat (constraint factors) dalam
kerjasama regional. Pengkayaan teori memberikan tentang teori terkait intergovernmental

networking.

Sebagai upaya untuk mencari model lembaga kerjasama regional, bab ini
mengakhiri kajian dengan memaparkan praktek penyelenggaraan kerjasama regional di
beberapa negara lain (Afrika Selatan, Amerika Serikat, Korsel, Philipina dan Uni Eropa).
Inti pelajaran yang didapatkan dari kajian berbagai model kelembagaan ini adalah :
apakah kelembagaan akan diarahkan pada intergovernmental relation ataukah lebih pada
intergovernmental management, apakah region sebagai wadah perjuangan kepentingan
bersama secara regional ataukan regionalisasi sebagai strategi pengendalian pemerintah

pusat atas daerah kabupaten/kota yang cenderung bergerak sendiri-sendiri.

G. KONSEPTUALISASI PENELITIAN
G.1. REGIONALISASI

G.1.1.Region, Wilayah dan Kawasan

a. Kata region dapat dirunut dari dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa
Latin. Dari bahasa Inggris, region berasal dari kata regent, regency, regim,
sedangkan dalam bahasa latin regio berasal dari kata “rege”. Kata-kata
tersebut berarti hampir sama, yakni : memerintah, mendominasi, atau
menguasai (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 1990). Dalam bahasa
Indonesia, region ini biasa dipergunakan padanan kata dari wilayah.
Sebenarnya ada perbedaan makna antara wilayah dan region, meski pada

beberapa literatur dipergunakan bergantian.
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Pengertian Region dalam koteks Supra-nasional misalnya : Uni Eropa, Asean

dstnya. Dalam konteks Trans-nasional: Sijori (Singapur-Johor-Riau, IMTGT
(Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle) dan seterusnya, sedangkan
dalam konteks Sub-nasional: Solo Raya, Barlingmascakeb (Jawa Tengah),
Ciayumajakuning (Jawa Barat) dan lain-lain. Istilah region dengan demikian
dipergunakan untuk menyebut ruang geografis yang menunjukkan
keterlibatan ruang (spatial) beberapa wilayah administratif, baik sebagian
maupun seluruhnya.

b. wilayah merujuk pada sebuah batasan ruang geografis tanpa batasan yang
pasti, seperti misalnya wilayah budaya, wilayah tandus, wilayah iklim tropis
dan sebagainya. Bagian tertentu di permukaan bumi dengan batas dan
karakteristik tertentu bisa disebut wilayah.

c. kawasan dipergunakan untuk menunjuk pada wilayah dalam batas yang
ditetapkan berdasarkan fungsi tertentu, misalnya kawasan perdagangan,
kawasan permukiman, kawasan pusat kota, dan lain sebagainya. (Hadjisaroso,
1981). Sementara itu, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang
Penataan Ruang yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 26
tahun 2007 mengartikan kawasan sebagai “wilayah dengan fungsi utama
lindung atau budidaya”. Arti kawasan tertentu adalah kawasan yang
ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya
diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian
tersebut wilayah jelas didefinisikan dari fungsi dan nilai. Kawasan dengan
demikian memiliki kekhususan makna dari region. Kawasan dimaknai sebagai
sebuah batasan ruang yang didominasi oleh fungsi tertentu, misalnya :
kawasan industri, pariwisata, hutan lindung dan sebagainya. Untuk
memperjelas penggunaan istilah kawasan, berikut perbedaan pada berbagai
penggunaannya. Contoh : Kawasan Lokal : kawasan Taman Nasional Laut
Karimunjawa, Kawasan Industri Terboyo, Semarang. Kawasan Regional :
Kawasan Budidaya Regional Rawa Pening (masuk wilayah Kabupaten
Semarang dan Kota Salatiga). Kawasan Wisata Dieng (masuk wilayah

Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo), Kawasan Kerjasama
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Regional (kawasan kerjasama regional Barlingmascakeb, Sobosukawonosraten,

di.)

G.1.2.Regional, Regionalisasi dan cluster

a. Regional

Istilah regional secara etimologis merupakan kata bentukan dari regio (n), berupa
kata sifat yang berarti kewilayahan. Konsep regional dipakai secara fleksibel
dengan mengacu pada kewilayahan vyang terbentuk lebih dari 1 wilayah
administratif, baik negara, Provinsi maupun kabupaten/kota. Regional Asean
menunjuk pada wilayah beberapa negara Asean. Dalam kajian ini disebut regional
Jawa Tengah yang bermakna lebih dari 1 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah
Provinsi Jawa tengah. Dengan berpijak pada runutan kata manajemen dan
regional dengan demikian dapat dibuat definisi manajemen regional sebagai :
“proses pengelolaan kerjasama antar dua atau lebih pemerintah Kabupaten/Kota
yang berdekatan dalam satu wilayah administrasi provinsi yang meliputi kegiatan
merencanakan program, memimpin dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai

sasaran kerjasama”.

b. Regionalisasi

Regionalisasi memiliki dua makna, yakni : proses pembentukan dan salah satu
klasifikasi teori. Sebagai teori, yakni Teori regionalisasi menjelaskan hubungan
berbagai konsep pembangunan berbasis wilayah (Rustiadi, 2004). Dengan kata
lain, selain dimaknai sebagai proses pembentukan region, regionalisasi juga dikenal

sebagai teori, yakni teori regionalisasi.

c. Cluster
Berbeda dengan konsep regionalisasi yang cakupannya lebih luas, clustering
strategy nampak lebih fokus pada pengelompokan industri pada wilayah tertentu
yang terdiri dari beberapa perusahaan dalam sektor yang sama. Dengan kalimat

lain, cluster merupakan sekelompok perusahaan dan lembaga terkait yang
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berdekatan secara geografis, memiliki kemiripan yang mendorong kompetisi serta

bersifat complementaris.
G.2. TEORI KERJASAMA ANTAR DAERAH

G.2.1. Intergovermental Relation, Intergovernmental Management dan
Networking

Di Amerika umumnya ada dua pola asosiasi antar daerah, yakni
intergovernmental relation/IGR dan intergovernmental management/I1GM (Mas udi
dan kawan-kawan dalam Pratikno, 2007;106). Pada pola pertama hubungang
antar daerah hanya merupakan hubungan koordinasi dalam rangka bekerjasama
untuk memperkuat posisi tawar ketika berhadapan dengan pemerintah lebih atas
(federal). Pola ini asosiasi lebih bermakna sebagai public interest group. Pola kedua
dari asosiasi yang ada di Washington adalah hubungan antara daerah terjadi
dalam format kerjasama dalam pengelolaan urusan pemerintahan tertentu yang
merupakan kebutuhan mereka bersama. Sound Transit merupakan salah satu
contoh lembaga kerjasama antar daerah pola kedua yang ada di Washington

State.

Dalam format networking, beberapa jenis intergovernmental networks dalam
derajat yang makin intensif dikemukakan oleh Robert Agranoff (2003), mulai dari
(i) information networks, (ii) developmental networks (iii). outreach networks , sampai

(iv). action networks.

G.2.2.  Coordination, Co-operation (kerjasama), dan collaboration

Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih
digunakan secara bergantian, dan belum ada upaya untuk menunjukkan
perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara umum lebih dikenal
istilah kerjasama dari pada kolaborasi, dan tidak ada pemahaman yang lebih
mendalam tentang paradigm apa yang seharusnya dianut. Di masa mendatang,
perbedaan makna dan paradigma ini seharusnya diakomodasikan tidak hanya
dalam tulisan ilmiah tetapi juga dalam naskah peraturan hukum karena secara

konseptual kerjasama dalam arti “collaboration” jauh lebih efektif dibandingkan
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dengan “cooperation”, sebagaimana telah diuraikan di atas, dan harus diarahkan

dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama yang lebih besar.

Kerjasama antar pemerintah daerah (intergovernmental cooperation),
didefinisikan sebagai “an arrangement between two or more governments for
accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem”
(Patterson, 2008). Dalam definisi ini tersirat adanya kepentingan bersama yang
mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan
bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Atau dengan kata lain,
pengaturan ini bersifat pengaturan bersama (joint), yang tentu saja berbeda
karakteristiknya dibandingkan dengan pengaturan sendiri (internal daerah). Sifat
kerjasama sering ditafsirkan sebagai sukarela, tetapi bukan berarti semaunya,
karena kerjasama memiliki tujuan dan target tertentu yang harus dicapai oleh
pihak-pihak yang bekerja sama. Karenanya, aspek-aspek yang dikerjasamakan

dituangkan dalam program resmi dimana manfaatnya dinikmati bersama, biaya

dan risikonya ditanggung bersama.

Ann Marie Thomson (2006) dalam tulisannya yang berjudul ”Collaboration
Processes : Inside the Black Box” menjelaskan bahwasanya Kolaborasi merupakan
konsep yang lebih kuat dibandingkan koordinasi dan kerjasama. Dijelaskan

bahwa collaboration merupakan :

... that we ... think of (collaboration) as a residual of cooperation and coordination.
It’s not coordination, it’s not cooperation. Cooperation involves reciprocities, exchange
of resources (not necessarily symmetrical). Cooperation for a mutual goal moves this
to collaboration. The whole is greater than the sum of ots parts. It may be achieving
individual ends, but there’s an additional outcome that is shared (thougt not

mutually exclusive) separate from the individual ends.

Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah
kelompok yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (mutualisme) dan
kesamaan tujuan dari organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat
otonom. Mereka saling berinteraksi melalui negosiasi baik yang bersifat formal

maupun informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama dan rasa saling
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percaya. Walaupun hasil atau tujuan akhir dari sebuah proses kolaborasi tersebut
mungkin bersifat pribadi, tetapi tetap memiliki hasil atau keuntungan lain yang

bersifat kelompok.

Dalam kelompok tersebut, pihak-pihak yang terlibat saling menawarkan
dan berbagi sumber daya, keahlian atau apapun yang menjadi kelebihannya
untuk nantinya digunakan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan
kolaborasi. Mereka juga diharuskan untuk bersama-sama menciptakan aturan-
aturan dan struktur yang nantinya akan menjaga kelangsungan hubungan
mereka dalam kelompok (relationships) serta mengatur pengambilan tindakan
atau keputusan (decisions making) terhadap subyek-subyek yang menyangkut

kepentingan atau tujuan bersama.

Kooperasi, koordinasi dan kolaborasi berbeda dalam hal tingkat
kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitasnya. Sebuah
kerjasama (co-operation) yang melibatkan hubungan saling memberi dan
pertukaran sumberdaya (yang tidak harus bersifat simetris), serta kerjasama yang
bertujuan saling menguntungkan jika digabungkan akan mengarah pada sebuah
proses kolaborasi. Definisi ini menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam

tingkatan yang lebih tinggi dalam kolaborasi daripada kooperasi dan koordinasi.

Walaupun kooperasi dan koordinasi mungkin dapat dilihat dalam awal
sebuah proses kolaborasi, kolaborasi merupakan perwujudan dari proses integrasi
antar individu dalam jangka waktu panjang melalui kelompok-kelompok yang
melihat aspek-aspek berbeda dari suatu permasalahan. Kolaborasi mengeksplorasi
perbedaan-perbedaan mereka secara konstruktif dan mencari solusi yang mungkin

dan mengimplentasikannya secara bersama-sama.

Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi melalui
negosiasi baik secara formal maupun informal. Mereka bersama menyusun
struktur dan aturan pengelolaan hubungan antar mereka. Mereka merencanakan
tindakan atau keputusan untuk mengatasi isu-isu yang membawa mereka
bersama-sama. Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut

sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan. Pengertian di atas
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merupakan definisi kolaborasi yang dikembangkan Thomson dari Wood dan Gray

(1991). Sementara itu, kerjasama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan
Departemen Pendidikan Nasional dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang
dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama
(2001;544). Jadi dalam kerjasama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan

pencapaian tujuan.

G.2.3. Manajemen Kerjasama Regional (Regional Management)
Istilah regional di muka telah didefinisikan sebagai kewilayahan yang
terbentuk lebih dari 1 wilayah administratif, baik negara, provinsi maupun
kabupaten/kota. Dalam disertasi ini regional diartikan dalam konteks sub

regional atau antar kabupaten / kota.

Kerjasama dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen
Pendidikan Nasional dimaknai sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh
beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama (2001;544).
Sementara itu, regional di muka telah didefinisikan sebagai kewilayahan yang
terbentuk lebih dari 1 wilayah administratif, baik negara, Provinsi maupun

kabupaten/kota.

Dengan berpijak pada runutan kata manajemen yang dapat dipadankan
dengan pengelolaan atau tata laksana dan regional yang dimaknai wilayah yang
terbentuk dari dua atau lebih wilayah administratif, dapat disusun definisi
manajemen kerjasama regional dalam disertasi ini sebagai : “proses pengelolaan
kerjasama antar dua atau lebih pemerintah kabupaten/kota yang berdekatan
dalam satu wilayah administrasi provinsi yang meliputi kegiatan merencanakan
program, memimpin dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran

kerjasama”.

H. TEORITISASI PENELITIAN
H. 1. TEORI REGIONALISASI

H.1.1. Regionalisasi Sebagai Proses Pembentukan Region
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H.1.1.1. konsep kesamaan (homogenitas) dalam deliniasi region

Proses pembentukan region atau regionalisasi paling tidak dapat dilihat dari
dua sudut pandang, yakni : pertama, atas dasar homogenitas atau kriteria
deliniasi region dan yang kedua, regionalisasi dipandang dari insiatif dalam
proses pembentukannya. Kajian teori yang membahas dasar pembentukan
region dalam teori regionalisasi diawali dari bahasan paling klasik yakni dari
Richardson (1969); Hagget, Cliff dan Frey (dalam Rustiadi, 2004 et.al) yang
menerangkan kriteria deliniasi dari sebuah region. Kawasan (region) dideliniasi
berdasarkan konsep kesamaan (homogenitas) tertentu menjadi 3 kategori, yaitu
: Homogeneus region, nodal region dan planning region. Teori regionalisasi klasik
tersebut mendapatkan penguatan dari pendapat Blair; (1991). Secara umum
wilayah dapat dikategorikan menjadi tiga (3) yakni wilayah homogen, wilayah

sistem/fungsional dan wilayah administratif.

Dalam penelitian ini istilah kawasan digunakan untuk mendeliniasi
wilayah kerjasama regional. Kerjasama antar daerah tersebut meliputi seluruh
wilayah administratif dari semua kabupaten/kota yang tergabung. Namun
demikian bila sudah masuk pada kerjasama sektoral, deliniasi kawasan
kerjasama dapat dipersempit dengan deliniasi berdasarkan fungsi. Dengan
pemahaman tersebut, konsep kawasan yang digunakan dalam disertasi ini
adalah kawasan kerjasama regional (regional partnership), bukan kawasan
regional yang lebih mengacu ke homogeneus region ataupun sistem/fungsional.
Meski menggunakan kata kawasan, tetapi fokus tetap pada proses manajemen
yang terjadi pada organisasi kerjasama antar kabupaten/kota atau manajemen
regional di Jawa Tengah. Diduga proses pembentukan sebuah kewilayahan
tidak berhenti pada 3 tingkat di atas saja. Regionalisasi dapat terbentuk dari
proses politik dan dapat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan yang
digunakan. Selain dapat ditinjau dari jenis homogenitas, regionalisasi juga

dapat dilihat dari proses pembentukannya.

H.1.1.2. Regionalisasi : Proses Pembentukan Region Sentralistik vs Desentralistik
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Selain dapat dipandang sebagai proses pembentukan region atas dasar

kesamaan (homogenitas), regionalisasi dapat dilihat dari inisiatif proses
pembentukan ikatan. Dengan demikian regionalisasi dapat disebut sebagai proses
terjadinya keikatan dan keterikatan antar daerah otonom. Regionalisasi dapat
diartikan sebagai proses terjadinya keikatan antar daerah otonom yang berada
dalam keruangan ekologi wilayah (non budidaya dan budidaya) ke dalam sebuah
bentuk kerjasama dan koordinasi wilayah (region) kabupaten dan kota
(Abdurrahman; 2004). Sementara Weichhart (2002) menegaskan bahwa
perkembangan dan proses globalisasi struktur real economy semakin kuat beralih ke
regional. Artinya hanya region sebagai lokasi strategis yang dapat memiliki
keunggulan komparatif dan dapat menekan biaya tinggi karena interaksi sosio-

ekonomi dapat terstruktur dan tumbubh efisien.

Pada dasarnya terdapat dua jenis proses regionalisasi, yakin : regionalisasi
sentralistik dan regionalisasi desentralistik. Regionalisasi (konteks Sub-nasional)
adalah proses terbentuknya kesatuan wilayah administratif yang terdiri beberapa
daerah otonom ke dalam kerjasama atau koordinasi pembangunan. Proses ini

terdiri dari 2 jenis, yakni :

(1). Regionalisasi Sentralistik: Proses terjadinya region melalui prosedur formal
(azas demokrasi) dengan legitimasi pelaksanaan top-down, seperti UU, SK,
Keppres ete. (Pembentukan Daerah, Kawasan Andalan, KAPET, etc)

(2). Regionalisasi Desentralistik: Proses terjadinya region melalui proses/azas
musyawarah berdasarkan komitmen bersama antar daerah otonom (saling
ketergantungan/kepentingan sama/saling membutuhkan)

Regionalisasi sentralistik berbeda bangunannya dengan regionaisasi
desentralistik. Perbedaan terutama terlihat dari landasan, tiang penyangga dan

pendukung serta pengarah kegiatan.

Regionalisasi sentralistik digerakkan oleh kebijakan dari atas, sedangkan
desentralistik oleh : komunikasi, kerjasama dan koordinasi antar daerah. Pengarah
gerak pada regionalisasi sentralistik adalah lembaga perencana, sedangkan pada

regionalisasi desentralistik lebih diarahkan oleh platform Kerjasama yang telah
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menjadi komitmen yang bersifat non formal. Sementara pada regionalisasi

sentralistik berupa program dan bersifat formal.

Satu hal yang sangat membedakan konsep regionalisasi sentralistik dan
desentralistik adalah pondasi kerjasama, yakni : potensi dan keunggulan pada
regionalisasi sentralistik, sedangkan pada regionalisasi desentralistik berupa potensi

dan kekuatan endogen.

Pada regionalisasi sentralistik, faktor kewenangan vyang bersifat
“direktif-koordinatif” merupakan komponen kuat dan dimiliki oleh lembaga
otoritas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui prosedur direktif
(struktural-hirarkis) perencanaan dan pembangunan dilakukan pada kelembagaan
regional saat ini. Pada proses pembentukan eks karesidenan yang sekarang
bernama Bakorlin (Badan Koordinasi Lintas Kabupaten/Kota), yang terdiri dari
beberapa daerah administratif dapat terlaksana karena mekanisme formal
struktural tata pemerintahan waktu itu. Region hasil regionalisasi struktural-
administratif terbentuk atas landasan perintah (ex mandato) berdasarkan

kepentingan pemerintah tingkat atas (Provinsi).

H.2. TEORI KERJASAMA ANTAR DAERAH

H.2.1.

Pendekatan Intra Organization Vs Inter Organization / networking dalam
Kerjasama Antar Daerah

Selain pendekatan manajemen dalam pengelolaan kerjasama antar
daerah, terjadi transisi pendekatan dalam melihat lembaga kerjasama antar
daerah. Lembaga kerjasama dalam pengeloaan program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan kerjasama seringkali masih terpengaruhi oleh paradigma klasik.
Cara pandang yang melihat lembaga kerjasama antar daerah dalam kerangka
intra organization, dengan pola weberian type bureaucarcy. Cara pandang ini
tercermin dari 10 prinsip birokrasi Weberian seperti yang dikemukakan oleh

Martin Albrow (2004), yakni :

1) tugas dijalankan secara impersonal
2) hirarkhi jabatan yang jelas dalam struktur org

3) fungsijabatan ditentukan secara organisasi
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) pejabat diangkat berdasarkan kontrak
) pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesional,
6) pejabat mendapat gaji berjenjang berdasarkan kedudukan dalam hirarkhi
) jabatan merupakan pos yang pokok bagi para pejabat

) struktur karir dan promosi didasarkan senioritas dan keahlian (merit), serta
menurut pertimbangan keunggulan (superior)
9) pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan

sumber yang tersedia di pos tersebut
10) pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam
Ciri menonjol dari birokrasi Weberian ini adalah hirarkhial yakni pola

hubungan yang terstruktur antara beberapa level/ tingkatan. Penerapan prinsip-
prinsip Weberian seperti span of controll, rasionalitas, impersonal ini cenderung
inward looking atau dengan parameter intra organization. Cara pandang terhadap
lembaga kerjasama antar daerah ini menjadi kurang tepat karena sifat yang
terbentuk dari kerjasama antar daerah (intergovernmental management), adalah

relasi horisontal yang lebih mengedepankan networking / inter organization.

Seperti dikemukakan di depan, bahwa terjadi sejumlah perubahan
pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan-perubahan
tersebut antara lain : perubahan dari orientasi lembaga pemerintahan yang kuat,
besar dan otoritarian menjadi berorientasi pada small dan less government,
egalitarian dan demokratis, perubahan dari orientasi sistem pemerintahan yang
sarwa negara ke orientasi sistem pasar (market), perubahan dari sentralistis
kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan, perubahan menajemen
pemerintahan yang menekankan batas-batas dan aturan yang berlaku hanya
untuk satu negara saja, ke arah boundaryless organization, akibat globalisasi,
Perubahan dari tatanan birokrasi Weberian menjadi tatanan birokrasi yang post
bureucratic government (Rouke, 1992), dan post bureucartic organization (Heckscher
dan Donnellon, 1994), atau perubahan dari manajemen pemerintahan yang
mengikuti struktur fisik (physical structure) ke tatanan manajemen pemerintahan
yang berdasarkan logical structure (Henry Lucas, 1996), dan perubahan dari a low

trust society ke arah a high trust society (Fukuyama, 1995).
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Karakter kerjasama antar daerah dengan relasi horisontal yang berbasis

intergovernmental network pada tingkatan daerah sangat berbeda karakter dengan

organisasi yang berbasis dan berpola organisasi rasional.

Pola organisasi rasional menekankan pola hubungan hierarkhis yang
melihat organisasi kerjasama sebagai unit yang koheren dengan tujuan yang jelas,
prosesnya terstruktur dari atas, keputusan organisasi didominasi kewenangan

yang terpusat. (Arie Ruhyanto dalam Pratikno, 2007;50).

Kerjasama antar daerah yang berpola networking didasarkan pada inter-
relasi yang dilakukan oleh daerah yang bersifat bebas dan mandiri dalam
berhubungan dengan daerah lain. Dalam pola networking tidak ada struktur
kewenangan sentral. Semua tujuan dihasilkan dari kesepakatan dari semua
anggota yang tergabung dalam forum kerjasama antar daerah sebagai

perwujudan aksi bersama (collective action) (Klijn dalam Kickert, dan kawan-

kawan,1999).

Perbedaan karakter organisasi ini sering rancu dalam pelaksanaan
kerjasama antar daerah di Indonesia yang memiliki sejarah birokrasi sentralistis

cukup lama.

H.2.2. Faktor Yang Berpengaruh Pada Regionalisasi dan Kerjasama
Pendapat tentang bekerjanya beberapa faktor dalam regionalisasi dan kerjasama
regional dapat dirunut dari proses regionalisasi dan model komunikasi antar daerah
berikut. Paling tidak Weichhart, O' Toole dan Goggin memberikan penjelasan tentang

ini. Selanjutnya beberapa ahli lain melengkapi dan memperkaya teori-teori tersebut.

Tabel 11.3. Faktor-Faktor Penentu Regionalisasi dan Kerjasama Regional

Pencetus Faktor yang berpengaruh

Teori Dasar

Goggin (1990) 1. Inducement Faciors

2. Constraints Factors

Weichhart (2002) 1. Pendapatan daerah
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2. Keterbatasan Potensi

3. Globalisasi

4. Ego Lokal

O '"Toole (2004) 1. Stabilitas Organisasi
2. Dukungan manajemen dalam stabilitas
3. Dukungan manajemen dalam eksploitasi lingkungan

4. Dukungan manajemen terhadap perubahan lingkungan

Pengkayaan Teori

Thomson (2006) 5 dimensi kolaborasi :

1. The Process of Collaboration Governing : the governance
dimension

2. The process of collaboration administration: the administration
dimension

3. The process of reconciling individual and collective interests :
the autonomy dimension

4. The process of forging nutually beneficial relationships : the
mutually dimension

5. The process of building soctal capital norms : the trust and
reciprocity dimenston

Rendell dan Yablonsky | 5 tahapan membangun kerjasama :

(20006)
1. membangun suatu dasar yang kuat untuk bekerjasama
(dengan pelibatan semua stakeholders).
2. Senantiasa menjaga semangat kerjasama (maintain a
cooperative spirit).
3. Bekerja dengan hati-hati (proceed with care).
4. Alokasikan biaya secara adil (allocate costs fairly)
5. Tangani persoalan yang dihadapi secara serius
Bryson, Crosby dan Unsur-unsur kerjasama antar daerah :

Stone, (2006).

1) initial conditions (general agreement: formal atau informal)

2) konfigurasi strukturnya dan hubungan antar strukturnya,

3) bagaimana kontingensinya dan apa bentuk kerjasama
yang dibuat berdasarkan kontingensi tersebut

4) hasil dan pertanggungjawaban (output and
accountabilities).

Sumber : disarikan dari berbagai literatur
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Saat ini di negara-negara maju lebih populer dicanangkan kerjasama dalam

konteks kolaborasi bidang perencanaan dan manajemen emergensi, bahkan menjadi
fundasi penting dalam menangani bencana alam dan krisis lingkungan. Kolaborasi
bahkan menjadi model alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang
bersifat top down karena merupakan model yang mengandalkan jejaring yang fleksibel
dan dinamis ( Waugh & Streib, 2006). IFungsi kolaborasi menjadi lebih diandalkan dari
pada fungsi atau upaya melakukan adaptasi dalam menghadapi berbagai perubahan

(Jenkins, 2006).

Di negara sedang berkembang, kerjasama antar daerah dinilai belum
menggunakan makna kolaborasi. Misalnya dalam kasus kerjasama perencanaan
pembangunan yang dikenal dengan “Integrated Area Planning” (IAP). Memang sudah
disadari bahwa bentuk ini merupakan terobosan untuk mengisi kekosongan atau
kompleksitas dari masalah-masalah yang dihadapi karena tidak dapat ditangani dengan
perencanaan pembangunan berdasarkan batas-batas wilayah administratif. Model IAP
ini juga sudah disadari dapat mengurangi berbagai konflik antar wilayah administratif,
yaitu dengan mengefektifkan dan mengintegrasikan pembangunan sektor-sektor
tertentu dan institusi yang berhubungan dengan sektor tersebut dalam suatu area
(dengan mengesampingkan batas-batas wilayah administratifnya). Model ini pun telah
dipersepsikan sebagai reaksi terhadap kekurangan-kekurangan perencanaan sektoral
khususnya koordinasi antar sektor, dan juga terhadap pemenuhan kebutuhan bagi area
geografis khusus (yang mungkin tidak sesuai dengan batas-batas wilayah administratif
yang ada) seperti daerah aliran sungai (DAS) dan pembangunan perdesaan yang
kemudian dikenal dengan “integrated rural development”. Meskipun model ini cukup
diandalkan pada masa lalu, tetapi ketiadaan semangat kolaborasi telah memunculkan

berbagai hambatan.

Hambatan yang sering diidentifikasi menyangkut masalah struktur
(organisasi) yang menangani “intergrated area development”. Misalnya, struktur yang ada
adalah struktur yang formal yang dibentuk sesuai unit-unit politik dan administratif
yang ada, seperti dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis masing-masing Kabupaten /
Kota atau Provinsi. Struktur formal ini tidak dirancang untuk menangani hal tersebut,

akibatnya model ini kurang mendapat dukungan otoritas formal, yang berarti sulit
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diimplementasikan dan sulit berhasil. Jalan keluar yang pernah ditawarkan adalah
membentuk suatu struktur yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah

pusat yang ditempatkan di area yang bersangkutan.

Kerjasama regional dapat dirunut dalam pokok-pokok bahasan manajemen
publik, khususnya intergovernmental management dalam literartur dunia. Bahasan
tentang intergovernmental management dan intergovernmental relations banyak
mengemuka pada [literature dan tulisan para pakar public management mulai
pertengahan abad 20 (McGuire, 2006; O,Toole,2004). Michael McGuire seorang associate
professor dalam public and environmental affairs di Universitas Indiana Bloomington
yang juga pengajar Public Management and Intergovernmental Management
mengungkapkan bahwa  “intergovernmental ~management is more than just
intergovernmental relationships”. Pendapat yang lebih tegas menyebutkan bahwa
managemen antar daerah adalah inti dari hubungan antar daerah.

H.2.3. Praktek Kerjasama Antar Daerah di Beberapa Negara
H.2.3.1. Bentuk Kerjasama

Bentuk dan metode kerjasama antar daerah meliputi (1) intergovernmental service
contract; (2) joint service agreement, dan (3) intergovernmental service transfer (Henry,
1995). Jenis kerjasama yang pertama dilakukan bila suatu daerah membayar daerah
yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan
sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerjasama yang kedua
biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian
pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat, misalnya dalam
pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran,
kontrol kebakaran, pembuangan sampah. Dan jenis kerjasama ketiga merupakan
transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti
bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan,

pemerintahan dan keuangan publik.

Sementara itu, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa suatu
kerjasama antar Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu
bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan (Rosen, 1993). Bentuk-bentuk perjanjian

(forms of agreement) dibedakan atas :
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a. Handshake Agreements, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas

perjanjian tertulis
b. Written Agreements, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian
tertulis.

Bentuk “handshake agreements” merupakan bentuk yang banyak
menimbulkan konflik dan kesalahpahaman (misunderstanding) karena tidak ada
“hitam di atas putih”, sementara bentuk yang tertulis dibutuhkan untuk melakukan
program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit pelayanan
bersama. Hal-hal yang harus diucapkan dalam perjanjian tertulis ini meliputi kondisi
untuk melakukan kerjasama dan penarikan diri, sharing biaya, lokasi, pemeliharaan,
skedul, operasi dan aturan kepemilikan sumberdaya bersama, kondisi sewa, dan cara

pemecahan konflik.

Rendell danYablonsky (2006) menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama
diatas sebagai metode —metode kerjasama (methods of cooperations) dengan
menambahkan beberapa metode lain seperti joint authorities, cooperative planning and
land wuse regulation, dan metode-metode lain seperti pengumpulan pajak (tax
collection), transportation partnerships, penanganan bersama masalah lingkungan

(environmental protection compacts), dsb.

Pengaturan Kerjasama (Forms of Cooperation Arrangements) terdiri atas

beberapa bentuk (Rosen, 1993: 218 - 222) yaitu:

a. Consortia: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih
mabhal bila ditanggung sendiri-sendiri; misalnya pendirian perpustakaan dimana
sumberdaya seperti buku-buku, dan pelayanan lainnya, dapat digunakan
bersama-sama oleh mahasiswa, pelajar dan masyarakat publik, dari pada masing-
masing pihak mendirikan sendiri karena lebih mahal.

b. Joint Purchasing: yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian
barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.

C. FEquipment Sharing: yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang

mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
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d. Cooperative Construction: yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan

bangunan, seperti pusat rekreasi, gedung perpustakaan, lokasi parkir, gedung
pertunjukan, dsb.

€. Joint Services: yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik,
seperti pusat pelayanan satu atap yang dimiliki bersama, dimana setiap pihak
mengirim aparatnya untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.

f.  Contract Services: yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu
mengontrak pihak yang lain untuk memberikan pelayanan tertentu, misalnya
pelayanan air minum, persampahan, dsb. Jenis pengaturan ini lebih mudah
dibuat dan dihentikan, atau ditransfer ke pihak yang lain

g. Pengaturan lainnya: pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat
menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT),
fasilitas pergudangan, dsb.

Pengaturan yang demikian dilihat oleh Rendell dan Yablonsky (2006)
sebagai program kerjasama (cooperative programs), yang menurut mereka terdiri atas
joint purchasing, equipment sharing, joint police force, contract police services, shared
recreation facilities, circuit-riding manager, councils of governments, dan program-
program lain seperti pengaturan bis, saling membantu dalam kebakaran, dan
sebagainya. Meskipun demikian, pengalaman menunjukan bahwa bentuk dan
metode kejasama diatas seringkali mengalami masalah dalam pelaksanaannya
(Rosen, 1993: 223). Karena berkaitan dengan keterlibatan masing-masing daerah
yang memiliki jurisdiksi yang berbeda, maka terjadi kesulitan dalam pengaturan
kerja sama (consortia) seperti pengaturan jadwal penggunaan sumberdaya yang
disepakati dan pembebanan biaya untuk kerjasama, yang pada gilirannya sering
memunculkan friksi atau konflik. Hal tersebut sering terjadi karena ada daerah
merasa adanya pembebanan lebih (overcharge) terhadap dirinya, sementara yang

lainnya merasa kurang mendapat pelayanan yang seharusnya ia terima.

Masyarakat juga merasa terbebani bila lokasi pelayanan tersentralistis
(gabungan) karena harus mengeluarkan biaya transport yang relatif lebih besar
dibandingkan dengan ketika memiliki pelayanan sendiri. Disamping kesulitan
transport sering diungkapkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, juga

masyarakat merasa terasing bila dilayani oleh pihak-pihak baru. Pembelian secara
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terpusat melalui suatu kerjasama (joint purchasing) juga tidak luput dari kritikan.

Standardisasi barang yang dibeli sering menjadi masalah, karena ada daerah yang
merasa barang yang dibeli telah sesuai dengan standard keinginannya, sementara
yang lain belum. Seringkali, terdapat kesulitan dalam memenuhi harapan dari pihak-

pihak yang bekerjasama (Rosen, 1993).

H.2.3.2. Model Kelembagaan

Peluang dan tantangan dalam suatu kawasan atau region dapat lebih optimal
dikelola dengan kerjasama antar daerah yang bersinergi. Praktek kerjasama antar
daerah ternyata bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi telah menggejala di berbagai
belahan dunia. Pengalaman praktek kerjasama antar daerah ini dikemukakan untuk
dapat memberikan inspirasi dalam pengembangan kerjasama regional yang menjadi

salah satu fokus dari disertasi ini.

Pengalaman kerjasama antar daerah yang akan dikemukakan meliputi : SALGA
di Afrika Selatan, Sound Transit di Washington, LAA di Korsel, LCP di Philipina dan
Cor di Uni Eropa. Pengalaman praktek kerjasama ini disarikan dari publikasi dari situs
tiap lembaga tersebut dengan didukung tulisan Wawan Mas’udi dkk (dalam Pratikno,
2007). Kerjasama antar daerah yang terpilih ini dipilih karena masing-masing memiliki
kekhususan sebagai terpapar dalam tabel berikut. Karena masing-masing memiliki

kekhususan, maka praktek diantara mereka perlu dicermati sendiri-sendiri.

Dari berbagai pengalaman praktek kerjasama antar daerah di berbagai negara
tersebut dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain : paradigma
penyelenggaraan pemerintahan nasional Sangat berpengaruh pada karakter kerjasama
antar daerah. Hanya pada negara dengan praktek demokrasi yang baik, kepentingan
lokal dapat diperjuangkan pada asosiasi kerjasama antar daerah yang bersifat regional,
dan kemudian dapat dicatat juga bahwa kerjasama antar daerah memerlukan payung
hukum yang kuat mulai dari tingkat nasional sampai ke level daerah serta kejelasan
aturan kelembagaan Sangat diperlukan dalam kesinambungan kegiatan kerjasama.
Pembandingan atas kondisi dan praktek kerjasama regional pada masing-masing region
di atas dapat disarikan dalam tabel kekhususan kerjasama regional di beberapa negara

berikut.
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Cakupan kerjasama regional ada yang spesifik pada sektor tertentu seperti
SOUND TRANSIT (Washington State), dan ada kerjasama dengan cakupan yang
komprehensif (SALGA). Dari aspek manajerial ada yang terkendali penuh seperti model
intergovernmental management (IGR) ada yang sekedar lembaga koordinatif atau Inter
governmental Relations (IGR), ada yang dapat berperan sebagai interest group dari
kepentingan regional terhadap pusat seperti Philipina atau justru sebagai kepanjangan
pemerintah pusat sebagai pengendali kepentingan pusat di level regional seperti di

Korea Selatan.

Pelajaran yang diperoleh dari praktek kerjasama antar daerah di berbagai
negara tersebut adalah adanya beberapa format lembaga kerjasama yang dapat menjadi

referensi bagi pengembangan kerjasama regional di Jawa Tengah, antara lain :

a. Ada kecenderungan menguatnya semangat kolaborasi dalam kerjasama antar
daerah

b. Ada format lembaga dengan konsep IGR yang memberikan kemungkinan
penyelenggaraan manajemen yang terkendali penuh dengan sektor kerjasama
yang jelas (mis : pengelolaan transportasi umum di Washington State)

c. Ada format lembaga koordinatif dengan konsep IGR yang memungkinkan
koordinasi dalam aspek umum di seluruh wilayah kerjasama (tidak disebutkan
secara spesifik di Amerika, dan di Afrika Selatan)

d. Arah pengembangan peran lembaga kerjasama berpolar dalam dua arah, yakni :
sebagai interest group dari kepentingan regional terhadap pemerintah pusat
(seperti Philipina) atau sebagai kepanjangan pemerintah pemerintah pusat dan
sebagai pengendali kepentingan pusat di level regional (seperti di Korea Selatan).

I. Metode Penelitian

L.1.Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan utama kualitatf dengan pengkayaan
teknik kuantitatif. Penggunaan teknik-teknik dalam penelitian kualitatif yakni: studi kasus
yang diperkaya dengan bantuan teknik kuantitatif melalui metode survai pada beberapa

bagian yang diperlukan.
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Yin menegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan “bagaimana” dan "mengapa” pada

dasarnya lebih eksplanatoris dan lebih mengarah ke penggunaan strategi-strategi studi
kasus, historis dan eksperimen. Yin juga menegaskan bahwa penggunaan lebih dari satu
metode atau strategi dalam sebuah penelitian, misalnya survei dalam studi kasus atau
sebaliknya studi kasus dalam survei (Yin, 2004; 13). Dalam kaitan seperti ini berbagai
strategi tidaklah saling mengecualikan. Kelebihan dari pemilihan strategi studi kasus
adalah : Pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” akan diarahkan ke serangkaian
peristiwa kontemporer, di mana penelitinya hanya memiliki peluang yang kecil sekali atau
tak mempunyai peluang sama sekali untuk melalkukan kontrol terhadap peristiwa

tersebut.

I.2. Teknik pengumpulan data
Sebagai penelitian kasus, data dikumpulkan dengan mengungkap fenomena-fenomena yang
menjadi fokus penelitian. Karena menggunakan triangulasi teknik, yang disebut Yin sebagai
Survai dalam studi kasus, maka penelitian ini juga memperkaya data dengan teknik-teknik
lainnya. Dengan demikian, triangulasi teknik dilakukan dengan mengkombinasikan teknik :
a. wawancara mendalam,
b. teknik kuesioner,
c. analisis data sekunder,
d. penelusuran website,
e. pelibatan dalam pendampingan dalam rintisan kerjasama, dan forum-forum
seminar/lokakarya serta
f. penelusuran berita pada media cetak atas topik yang relevan.
Pendekatan studi kasus yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan unit analisis
tunggal dalam desain multi kasus). Oleh karenanya penyajian kasus melebur dalam bab
dan sub bab sebagai upaya menjawab 3 pertanyaan pokok, bukannya penyajian kasus per

kasus secara mandiri.

LI.3. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini adalah proses pembentukan region, dinamika kerjasama regional dan

faktor penentu efektivitas lembaga. Adapun lebih rinci fokus penelitian meliputi :

1. petaregion dan lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah.
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2. deskripsi proses pembentukan region (regionalisasi), kerjasama regional serta

perkembangan lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah

3. penjelasan dinamika/perkembangan lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah

4. Penjelasan faktor pencetus yang menyebabkan regionalisasi dapat berkembang
menjadi kerjasama regional

5. Penjelasan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan kerjasama
regional di Jawa Tengah

6. Penyusunan model dan format kelembagaan kerjasama regional yang komprehensif ke

depan

L.4. Definisi Konsep dan Operasionalisasi

1. Pemetaan region dan kerjasama regional adalah proses penggambaran dan zonasi dan
penempatan tiap region dan kerjasama regional pada konstalasi regional Jawa Tengah

2. Proses pembentukan region adalah tahapan-tahapan yang dilalui sebuah kawasan
menjadi satu kesatuan wilayah (region), sedangkan proses pembentukan kerjasama
regional adalah tahapan-tahapan yang dilalui sebuah region dalam perkembangannya
menjadi wilayah kerjasama regional

3. Dinamika Manajemen Regional adalah “kondisi/keadaan dinamis dari kerjasama antar
daerah yang merentang dari kondisi bergerak (berkegiatan) dan kondisi stagnan (tidak
ada kegiatan)”, sedangkan stagnasi® kerjasama adalah kondisi/keadaan tidak bergerak
atau bergerak ke kemajuan tetapi sangat lambat dari proses pengelolaan kerjasama
antar dua atau lebih pemerintah Kabupaten/Kota yang saling berdekatan dalam satu
wilayah administrasi Provinsi yang meliputi kegiatan merencanakan program,
memimpin dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran kerjasama”.

Dinamika manajemen regional ini terlihat dari operasionalisasi berikut:

a. Kapasitas lembaga dalam berbagai kegiatan (investasi daerah, promosi bersama,

pemasaran, pembangunan infrastruktur, dan mengatasi masalah antar daerah)

® Definisi “Stagnasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001, adalah : n

(1). keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan: perbaikan jalan sering menimbulkan---
lalu lintas;

(2). keadaan tidak maju atau maju tetapi pada tingkat yang sangat lambat;

(3). keadaan tidak mengalir (mengarus).
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L5.

b. Pengetahuan pelaku kerjasama pada konsep manajemen regional (pelaksana
daerah, pelaksana lembaga kerjasama, pelaku usaha, dan investor)

c. Kelibatan stakeholders (Kabupaten/Kota, pengelola lembaga, pelaku wusaha,
stakeholders lainnya) dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan kegiatan lembaga
kerjasama.

d. Peningkatan kinerja lembaga kerjasama dalam 3 tahun terakhir (dalam aktivitas,
serapan dana kegiatan, investasi, transaksi bisnis, dan manfaat riil bagi daerah),

4. Faktor pencetus berkembangnya regionalisasi menjadi lembaga kerjasama regional
adalah semua penyebab yang dapat menjadikan sebuah regionalisasi tata ruang
berkembang menjadi kerjasama dan membentuk lembaga kerjasama regional.

5. Faktor pendukung dan penghambat kerjasama regional. Runutan teori menjelaskan
bahwa dinamisator kerjasama regional adalah semua faktor yang diduga berpengaruh
pada efektivitas lembaga kerjasama regional, yang meliputi faktor pendukung
(inducement factors) dan penghambat (constraint) baik berupa faktor endogen maupun
eksogen.

6. Model kerjasama antar daerah yang berdekatan adalah simplifikasi/penyederhanaan
pelaksanaan kerjasama antar daerah yang berdekatan ke dalam pola-pola yang
ditemukan. Pola ini terkait : tujuan, cakupan, format kerjasama, struktur
kelembagaan, bentuk organisasi, pentahapan, keanggotaan, prinsip dan sumber dana.

Metode analisis data

Metode analisis yang dilakukan dengan tabel tunggal dan format analisis Taksonomi.

Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai,

sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, Focus

Group Disscusion (FGD) dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis yang

dikenalkan Miles dan Huberman (1992) sebagai operational component .

Dengan pendekatan kualitatif, logika yang dibangun lebih ke arah induktif-
abstraktif (Sanapiah Faisal, dalam Burhan Bungin, 2003; 68). Logika yang dibangun
bertitik tolak dari “khusus” ke "umum”, bukan umum ke khusus. Namun karena metode
triangulasi (bukan sepenuhnya kualitatif), penggunaan bangunan logika tersebut tidak
sepenuhnya mengikuti logika tersebut, meski sebagian besar menggunakan prosedur :
konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar "kejadian” (incidence)

yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Oleh karenanya, antara kegiatan
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pengumpulan data dan analisis data menjadi tak mungkin dipisahkan satu sama lain.

Keduanya berlangsung simultan. Bentuknya siklus, bukan linier, seperti gambar yang

dikemukakan Huberman dan Miles di muka.

J. Temuan Penelitian

K.1.  Peta Regionalisasi dan Kerjasama Regional

Secara historis, terdapat tiga (3) pendekatan yang berkembang dalam
regionalisasi dan kerjasama regional di Jawa Tengah, yakni : (i) regionalisasi dengan
pendekatan keruangan, (ii) regionalisasi kerjasama regional dengan pendekatan
ekonomi (Regional Marketing) dan (iii) regionalisasi dan kerjasama regional dengan

pendekatan Pelayanan Publik (Good Local Government).
J.1.1. Pendekatan Keruangan dalam Regionalisasi

Awalnya regionalisasi di Jawa Tengah didasarkan pada pembagian wilayah
geografis atau secara keruangan (Perda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor
21/2003 tentang RTRW Jateng). Karena hanya merupakan produk atau dokumen
perencanaan, Kabupaten/Kota (Pemda Tingkat II-waktu itu) yang tergabung pada
setiap regionalisasi cenderung pasif. Inisiatif dan pengelompokkan didasarkan pada
kehendak pemerintah provinsi. Delapan kawasan berdasarkan dokumen perencanaan

tata ruang ini meliputi :

1. Kawasan Barlingmascakeb meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas,
Cilacap dan Kebumen,

2. kawasan Purwomanggung meliputi Purworejo, Wonosobo, Magelang dan
Temanggung,

3. kawasan Subosukowonosraten meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo,
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten,

4. kawasan Banglor meliputi Rembang dan Blora,

5. kawasan Wanarakuti meliputi Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati;

6. kawasan Kedungsapur meliputi Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan
Purwodadi;

7. kawasan Tangkallangka meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang dan kajen;

8. kawasan Bergas meliputi Brebes, Tegal dan Slawi.
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Hanya 3 dari 8 regionalisasi yang terbentuk menjalin komunikasi lebih lanjut
dalam kelembagaan kerjasama antar daerah yang berdekatan atau kerjasama regional.
Ketiga region tersebut adalah : Barlingmascakeb, Subosukawanasraten dan

Kedungsepur.
J.1.2. Pendekatan Kerjasama Ekonomi dalam Regionalisasi

Pada perkembangan selanjutnya, mulai diinisiasi gagasan manajemen regional
(MR) dengan munculnya buku panduan dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah dengan
serangkaian sosialisasinya yang dimotori oleh Bappeda bersama GTZ RED. Geliat ini
mulai menggejala pada tahun 2004-2005. Konsep baru ini dikenalkan dengan nama
RED SP (Regional Economics Development Strategic Plan). REDSP ini juga disebut
PROSPEK (Program Strategis Pembangunan Ekonomi Kewilayahan). Program ini
merupakan sebuah instrumen pembangunan wilayah untuk mendukung terciptanya
program-program strategis dalam upaya mengembangkan sumberdaya ekonomi yang
berbasis pada keunggulan dan karakteristik wilayah, didukung oleh sinergitas
program dan kemitraan yang bersifat lintas daerah serta lintas pelaku (Sumber :
Pedoman REDSP). Sementara itu, fokus/pilar pembangunan ekonomi Jawa Tengah
disebutkan meliputi : pertanian, UKM/IKM berorientasi ekspor dan pariwisata.
Sesuai dengan batasan yang diberikan, konsep dasar program REDSP ini adalah
pengembangan sumberdaya ekonomi, tidak mencakup sinergi kewilayahan dalam
pelayanan publik yang merupakan pemenuhan hak dasar seperti misalnya

pendidikan, kesehatan ataupun administrasi kependudukan.

Manfaat yang diharapkan dari REDSP ini adalah peningkatan perekonomian melalui
penguatan daya saing ekonomi regional yang berkelanjutan, dengan pemanfaatan
sumberdaya-sumberdaya lokal secara sinergis, peningkatan kerjasama antar pelaku (public
private partnership) dalam pengelolaan sumber-sumberdaya ekonomi daerah secara lebih
berkeadilan, efektif dan efisien (partisipatif dan transparan), manfaat selanjutnya adalah
terkuranginya kesenjangan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkeadilan dan peningkatan kesempatan kerja regional.

J.1.3. Pendekatan Kerjasama Non Ekonomi/Public Service dalam Regionliasasi
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Pendekatan ini mulai dirintis tahun 2007, masih berupa upaya identifikasi kerjasama

dan belum berbentuk lembaga kerjasama. Meskipun demikian telah teridentifikasi
regionalisasinya.

Di Jawa Tengah, GTZ telah banyak melakukan pendampingan dalam manajemen
regional (MR). GTZ mengawali dampingan kurang lebih mulai tahun 2003 dengan
pendekatan ekonomi dalam manajemen regional melalui kerjasama antar Kabupaten/kota
yvang berdekatan. Konsep MR telah dipraktekkan dan menjadi acuan beberapa lembaga
kerjasama regional berikut : Subosukawonosraten, Barlingmascakeb, Sampan dan
Kedungsepur. Lembaga dari Pemerintah Jerman tersebut menggunakan nama GTZ RED.

Sejak Tahun 2007, GTZ di Jawa Tengah mulai merintis kegiatan dampingan
manajemen regional dengan pendekatan Non Ekonomi, khususnya Pelayanan Publik.
Lembaga dari Pemerintah Jerman yang merintis bidang ini adalah GTZ GLG. GTZ GLG
(Good Local Government) merasa tertantang karena banyaknya potensi kerjasama antar
daerah di Jawa Tengah yang belum terealisir. "Meskipun telah ada banyak lembaga
kerjasama, tetapi semua hanya berbasis ekonomi. Belum ada lembaga kerjasama antar
daerah yang berbasis pelayanan publik, padahal diantara mereka terdekteksi kebutuhan

untuk itu.” (Informan : Syahroni, Direktur GTZ-GLG, Jawa Tengah, Nopember 2007).

K.2. Proses Pembentukan Region dan Kerjasama Regional

I.2.1. Proses Pembentukan Region Keruangan (Regionalisasi Sentralistis Warisan Orde
Baru)

Peran Pemerintah Provinsi dalam pembentukan Regionalisasi di Jawa Tengah
sangatlah dominan. Kondisi ini mencirikan regionalisasi sentralistik. Pada awalnya,
kawasan atau region di Jawa Tengah terbentuk melalui perencanaan wilayah oleh
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Pembentukan region diawali sekitar tahun 1998.
Banyak kalangan belum begitu mengerti makna regionalisasi. Kabupaten/Kota
cenderung hanya menuruti pembentukan yang dilakukan oleh Propinsi Jawa Tengah
melalaui perencanaan Tata Ruang Wilayah tahun 1998. Selanjutnya dokumen
perencanaan ini diperbaruhi tahun 2003, masih dalam kerangka perencanaan tata
ruang wilayah (Perda Propinsi Jawa Tengah nomor 21 Tahun 2003). Dalam dokumen
perencanaan tersebut, wilayah propinsi Jawa Tengah dibagi habis menjadi 8 wilayah

yang didasarkan pada pendekatan penataan ruang. Bagi daerah kabupaten/kota,
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perwilayahan ini sangat bernuansa sentralistis, karena ditentukan sepenuhnya oleh

propinsi. Tidak ada pilihan dari kabupaten/kota untuk bergabung dengan
kabupaten/kota lainnya. Delapan kawasan berdasarkan tata ruang ini meliputi :
Kawasan Barlingmascakeb meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap
dan Kebumen, kawasan Purwomanggung meliputi Purworejo, Wonosobo, Magelang
dan Temanggung, kawasan Subosukowonosraten meliputi Surakarta, Boyolali,
Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten, kawasan Banglor meliputi
Rembang dan Blora, kawasan Wanarakuti meliputi Juwana, Jepara, Kudus, dan
Pati; kawasan Kedungsapur meliputi Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang
dan Purwodadi; kawasan Tangkallangka meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang dan

kajen; dan kawasan Bergas meliputi Brebes, Tegal dan Slawi.

Dalam pengembangan potensi daerah di beberapa kawasan ini masih belum
mencapai hasil optimal. Hal tersebut disebabkan karena penetapan kawasan tersebut
hanya sebatas penetapan batas fisik administrasi semata seperti halnya konsep
Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) tanpa diikuti dengan suatu pendekatan
manajemen pembangunan, apalagi melalui lembaga kerjasma yang mapan. Dalam
tahap awal dengan pendekatan perencanaan pembangunan ini, inisiatif dan peran
pemerintah propinsi sangatlah kuat. Namun untuk selanjutnya, tidak ada kegiatan
atau jabaran lebih lanjut yang memperkuat regionalisasi. Bahkan berhenti pada

perwilayahan, bukan kerjasama.

Kesimpulan yang diperoleh dari informasi di atas adalah bahwa proses
regionalisasi awalnya dilakukan dengan pendekatan tata ruang yang sentralistis.
Untuk selanjutnya, pada regionalisasi keruangan ini hampir tidak ada kegiatan atau
jabaran lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi yang memperkuat regionalisasi

tersebut, bahkan berhenti pada perwilayahan saja, bukan kerjasama.

I.2.2. Proses Pembentukan dan Rekontruksi Kerjasama Regional Pasca Reformasi
(kasus 1 : proses umum pembentukan kerjasama regional)

Sekitar tahun 2004-2005 di Jawa Tengah mulai terlihat perkembangan baru

dalam kerjasama antar daerah yang berdekatan yang dikerangkai konsep

regionalisasi. Dalam perkembangannya, tidak semua kabupaten/kota di kawasan

yang dibentuk melalui Perda Tata Ruang terjadi komunikasi dan menjalin kerjasama
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antar kabupaten/kota yang terwadahi dalam region bentukan propinsi tersebut.

Beberapa kawasan yang kemudian membangun kerjasama antar daerah dengan
menggunakan konsep MR ini meliputi : Barlingmascakeb, dan Subosukowonosraten,
sementara Kedungsepur meski sampai tahun 2007 masih terikat dalam kesepakatan
kerjasama, tetapi lembaga ini belum menerapkan (baru menuju pada) konsep
manajemen regional. Kedungsepur masih sebatas lembaga sekretariat bersama untuk

koordinasi pembangunan.

Gambar di atas menunjukkan beberapa faktor kunci berkembangnya

regionalisasi tataruang menjadi kerjasama regional, yakni :

1. Adanya komunikasi lanjut untuk membentuk komitmen diantara
Kabupaten/kota yang tergabung dalamregionalisasi
2. Ada inisiasi dari pihak ketiga (Perguruan Tinggi, LSM dan Bakorlin/Pemprov)

3. Adanya konsep manajemen regional yang akan dijadikan pijakan kerjasama

regional
Terbentuk Lembaga
e Ada Komunikasi Kerjasama Regional
Regionalisasi Lanjut/komitmen > .

e adainisiasi dr luar (kasus Barlingmascakeb,
(dengan dukungan e ada konsep MR Subosukawonosraten,
rencana tata ‘ 3
ruang/tidak)

STAGNANT

Tidak Ada Komunikasi 1
Lanjut/tak ada inisiasi
konsep MR

(Kasus pada
» Tangkallangka, Bergas,
Wanrakuti,

v
A

Gambar V.7.
Proses Terbentuknya Lembaga Kerjasama Regional di Jawa Tengah
Sumber : analisis dan wawancara, 2007

Konsep MR di Jawa Tengah awalnya diinisiasi oleh perguruan tinggi (UNDIP) dan

mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Provinsi melalui BAPPEDA. Dalam konsepnya
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MR ini lebih mengedepankan proses regionalisasi desentralistik dengan konsep manajemen

regional (MR).

Menilik sejarahnya, kerjasama kawasan prioritas di Jawa Tengah yang mestinya
berlandas ex mera motu/berdasar pada kehendak sendiri, justru diawali dengan mandat
Provinsi melalui Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 21/tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Jawa Tengah. Wilayah Provinsi Jawa Tengah terbagi habis menjadi 8
kawasan prioritas. Hal ini berpotensi menjadi titik awal kerancuan semangat desentralistik
dari sentralistik pada start awalnya. Sementara itu, beberapa kerjasama baru juga muncul.
Dari proses pembentukan, ada kerjasama yang dimulai dari kehendak propinsi dan ada

yvang dilakukan atas inisiatif daerah sendiri.

Perlunya penanganan khusus pada kerjasama antar daerah Kabupaten/kota mulai
diwadahi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2006 dalam struktur
organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah terdapat satu biro yang khusus mengurus
kerjasama antar daerah, yakni Biro Kerjasama (informan : Kepala Biro Kerjasama Setda
Provinsi Jawa Tengah, 2007). Sayangnya dalam pelaksanaan kerja, kesan overlaping antara
Bappeda sebagai lembaga yang sejak lama mengurus kerjasama regional antar

kabupaten/kota dengan biro kerjasama yang bernaung di Setda Propinsi sangat nampak.

Paparan informasi di atas memberi pemahaman bahwa : hanya pada regionalisasi
keruangan yang terjalin komunikasi yang dapat membentuk komitmen kerjasama.
Komitmen ini kemudian diperkuat dengan insiasi konsep manajemen regional yang dapat
berkembang menjadi kerjasama antar daerah secara regional. Sebaliknya pada regionalisasi
keruangan yang tidak dilanjutkan dengan komunikasi dan pembentukan komitmen
melalaui inisiasi konsep manajemen regional tidak berkembang menjadi lembaga kerjasama
regional. Sementara itu, sering dijumpai fasilitasi yang dilakukan oleh beberapa instansi

tingkat provinsi tidak terkoordinasi dengan baik.

1.2.3. Proses Rekontruksi Lembaga Kerjasama Regional Sentralistis Tanpa Konsep MR
(kasus 2 : Proses Pembentukan Kedungsepur)

Regionalisasi yang berkembang menjadi lembaga kerjasama regional yang dibentuk

pada masa orde baru (tahun 1998) dan relatif masih belum banyak berkembang ke arah

manajemen regional dapat diwakili oleh Sekretariat Bersama Kedungsepur.
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Bentuk lembaga kerjasama lebih dominan sebagai lembaga koordinatif dalam

pembangunan. Mou yang disepakati bersifat makro. Hampir semua bidang disepakati
untuk ditangani. Namun dalam pelaksanaannya menjadi kehilangan fokus, sehingga
sampai akhir tahun 2007 hampir tidak ada kegiatan dari bidang yang disepakati menjadi
kegiatan yang dikerjasamakan. Kegiatan berkembang ke arah perubahan konsep
kelembagaan ke arah manajemen regional, dengan mengadopsi kelembagaan regional lain di
Jawa Tengah yang telah menerapkan konsep MR. Dalam rentang waktu yang cukup lama
(antara tahun 1998 sampai 2007) memang pernah terjadi kerjasama antar kabupaten/kota
yang tergabung dalam regionalisasi Kedungsepur, namun kegiatan kerjasama tersebut
tidak terkerangkai dalam program kerja Lembaga Kedungsepur, misalnya : kerjasama
pemanfaatan air bersih antara Kabupaten Kendal (sebagai pemilik sumber air baku) dan
Kota Semarang (sebagai pemanfaat) ataupun antara Kabupaten Semarang (pemilik sumber

air baku dan pemanfaat) dengan Kota Semarang (sebagai pemanfaat dan instalator).

Pelajaran yang dapat ditarik dari perjalanan Kedungsepur adalah meski ada
komunikasi dan komitmen antar daerah, tanpa konsep kerjasama yang jelas (konsep
Manajemen Regional), lembaga tersebut tidak dapat berkembang menjadi lembaga
kerjasama regional seperti yang diharapkan bersama. Lembaga kerjasama memang tidak
bubar, tetapi masih jalan di tempat sebagai lembaga koordinasi yang bersifat makro, dan

kurang fokus.

L1.2.4. Proses Pembentukan Kerjasama Regional Desentralistis di Jawa Tengah Masa

Reformasi (Kasus 3 : Proses Pembentukan Sampan)

Proses pembentukan kerjasama regional pasca reformasi di Jawa Tengah dapat
diwakili oleh SAMPAN (Sapta Mitra Pantura). SAMPAN adalah sebuah lembaga
kerjasama regional di Jawa Tengah yang dibentuk pasca regionalisasi kawasan prioritas
dalam Perda Tata Ruang tahun 2003. Anggota lembaga kerjasama ini adalah 7 daerah yang
berada di pantura Jateng bagian barat. Proses terbentuknya kerjasama regional tersebut
diawali oleh adanya kebutuhan kabupaten/kota wuntuk melakukan kerjasama.
Pembentukan wadah kerjasama ini mendapat dukungan akademisi melalui konsep

Regional Management dan Regional Markering dari UNDIP Semarang.

Tujuh kepala daerah (Kabupaten Batang, Kota dan Kabupaten Pekalongan,
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal) yang memiliki
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kesamaan ciri geografis, budaya, bahasa dan ikatan emosional atas dasar sejarah Local

Government Karesidenan Pekalongan pada masa sejak pemerintahan Hindia Belanda,
bersepakat melakukan kerjasama melalui penerapan konsep Regional Management yang

diprioritaskan pada Regional Marketing.

Pada dasarnya dalam proses pembentukan regionalisasi SAMPAN ini peran
pemerintah propinsi tidak begitu dominan. Inisiatif lebih banyak berasal dari daerah

kabupaten/kota yang diinisiasi perguruan tinggi.

Sampan memberikan bukti bahwa inisiatif kerjasama antar daerah yang berdekatan
tidak harus dimulai dari prakarsa provinsi (melalui regionalisasi keruangan). Namun
demikian, lembaga kerjasama regional dapat terbentuk bila ada insiatif luar yang berupa
dampingan baik fasilitasi untuk terjalinnya komunikasi, pembentukan komitmen dan juga

bantuan konsep manajemen regional yang jelas.
K.3. Dinamika Kerjasama Regional
Kesimpulan atas hasil survai tentang dinamika lembaga kerjasama regional adalah :

1. Pada umumnya daerah yang tergabung dalam lembaga kerjasama regional
menilai positif keberadaan lembaga tersebut.

2. lembaga kerjasama regional cukup efektif dalam melakukan promosi daerah.
Hal ini telah sesuai dengan konsep dikembangkannya regional manajemen
seperti diniatkan semula melalui program Red SP

3. penilaian daerah dalam pemasaran komoditas unggulan daerah memperlihatkan
bahwa pemasaran telah cukup efektif dilakukan oleh lembaga kerjasama
regioanal yang ada. Lembaga kerjasama seperti Sampan, Barlingmascakeb dan
PT Solo Raya Promosi memfokuskan kegiatan pada aktivitas ini,

4. Dari lembaga kerjasama yang ada di Jawa Tengah, hanya Kedungsepur yang
tidak fokus pada regional marketing. Pada lembaga kerjasama regional yang lain
yang memfokuskan pada regional marketing, penilaian pada kerjasama
pembangunan infrastruktur mendapatkan penilaian kurang dari daerah yang
tergabung.

5. Bila dicermati platform lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah yang ada,

belum ada yang berbasis pada pelayanan publik, termasuk pembangunan
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infrastruktur. Satu-satunya kelembagaan kerjasama vyang ada pada

pembangunan infrastruktur adalah Banjarkebuka yang bersifat sementara dan
telah berakhir dengan telah terbangunnya jalan regional antara Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pekalongan. Sementara
satu-satunya lembaga yang masih ada yang belum berkonsep regional marketing
yakni Kedungsepur bersifat koordinasi pembangunan dan belum ada kegiatan
pembangunan riill bidang pelayanan publik, termasuk pembangunan
infrastruktur.

6. Pengetahuan pelaku kerjasama tentang konsep manajemen regional yang dinilai
cukup memadai adalah : Pelaksana daerah dan pelaksana lembaga kerjasama.
Dalam struktur organisasi lembaga kerjasama umumnya terwadahi dalam
Forum Regional yang terdiri dari para Bupati dan Walikota serta Dewan
Eksekutif ataupun Sekretariat Bersama yang dikelola oleh sekda, asisten I
Tatapraja, Bagian Pemerintahan, dan Bappeda), sedangkan Pelaksana Lembaga
Kerjasama Regional dalam struktur kelembagaan Kerjasama Regional
umumnya dikenal dengan Regional Manajemen yang terdiri dari 2 atau 3 divisi
dan beberapa staf). Sementara yang dinilai kurang pemahaman pada konsep MR

adalah Pelaku Usaha dan investor.

1. kelibatan pemerintah daerah cukup memadai dalam penyusunan visi misi,
sedangkan pelaksana kerjasama kurang karena umumnya pada saat penyusunan

visi misi, beberapa lembaga kerjasama belum memiliki manajer regional.

8. Meski ada beberapa aspek yang dinilai tidak memadai, secara umum responden
yang berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang tergabung dalam lembaga
kerjasama regional memberikan penilaian yang cenderung baik, yakni terjadi

peningkatan kinerja lembaga selama 3 tahun terakhir.

K.4. Stimulan Pembentukan dan Pendinamisasi Kerjasama Regional

K.4.1. Stimulan Pembentukan

Pada regionalisasi sentralistis prakarsa pemerintah mendominasi proses. Pada

regionalisasi desentralistis ada beberapa faktor pencetus proses pembentukan, yakni :
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1). Kebutuhan masing-masing daerah untuk saling bekerjasama

2). Komitmen untuk membentuk kerjasama
3). Komunikasi dan koordinasi intensif
4). Fasilitasi dan insiasi konsep manajemen regional
5). Pendampingan dan kerjasama dengan berbagai pihak (networking)
K.4.2. Pendinamisasi Kerjasama Regional
1). Keterbatasan Kemampuan dan Potensi : Disparitas

Pada region yang telah terbentuk lembaga kerjasama, disparitas menunjukkan
pengaruhnya, berupa intensitas kegiatan yang tinggi (nampak pada
Barlingmascakeb dan Subosukawonosraten), sedangkan pada region yang tinggi
disparitasnya, intensitas kegiatan lembaga rendah (Kedungsepur). Barlingmascakeb
dan Subosukawonosraten berhasil melakukan kegiatan regional marketing yang
intensif, sedangkan Kedungsepur sampai tahun 2007 belum memiliki aktivitas riil,
baru sebatas koordinasi. Sekretariat bersama yang ditetapkan di Pemkot Semarang
pun tidak ada aktivitasnya. Banyak pihak menilai event Semarang Pesona Asia, yang
melibatkan anggota kerjasama Kedungsepur lebih merupakan kegiatan Pemkot
Semarang, bukan Kedungsepur. Kabupaten/Kota yang tergabung di Kedungsepur
hanya bersifat dilibatkan. Dapat disimpulkan bahwa bila telah terbentuk lembaga
kerjasama regional, keterkaitan antara disparitas antar kabupaten/Kota dengan

intensitas kegiatan lembaga sangat nampak.
2). Komitmen antar anggota

Pengalaman di Kedungsepur pada event SPA Kota Semarang menunjukkan
bahwa : komitmen yang terbentuk dengan pembentukan lembaga kerjasama tetap
kurang memberikan keberhasilan kerjasama tanpa dibarengi konsep manajemen
kerjasama regional. Hal ini karena ego daerah dengan kecurigaannya lebih
mengemuka dalam penyelenggaraan kegiatan bersama karena ketidakjelasan arah

kerjasama yang akan dilaksanakan.
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3). Kerjasama dengan lembaga donor

Pengalaman beberapa lembaga kerjasama menjadi makin kuat dengan

kerjasama lembaga dunia terutama GTZ dari Jerman.
K.5. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Regional

Secara ringkas faktor-faktor tersebut terekam dalam tabel berikut .

Tabel VI.21. Faktor Pendukung dan Penghambat

PELAKU PENDUKUNG PENGHAMBAT

1 Permendagri No 13 tahun 2006
(yang direvisi dengan
Permendagri no 59 Tahun
2007) memberikan dampak
psikis berupa ketakutan dan
keraguan daerah dalam
merintis kerjasama antar
daerah.

2 Inisiasi Program melalui Bakorlin Belum adanya payung hukum
dan panduan operasional
kerjasama antar daerah

3 Terbatasnya kesinambungan
Pendanaan
4 1.
2.

Adanya Ego daerah

REGIONALISASI DAN MANAJEMEN KERJASAMA ANTAR DAERAH (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar
Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah

Kebutuhan kerjasama

Komitmen




Ringkasan Disertasi, Hardi Warsono, 2009

5 LEMBAGA PELAKSANA | 1. Profesionalitas Regional Manager -terbatasnya jejaring
KERJASAMA 2. Konsep Manajemen Regional

Sumber : hasil identifikasi dan analisa

Penjabaran dari sejumlah faktor pendukung (inducement factors) dan penghambat
(constraints) dalam kerjasama regional tersebut adalah :

a. faktor pendukung (inducement factors) :

1). Dukungan kebijakan nasional. Di Indonesia, aturan pendukung kerjasama regional
berawal dari UU No 32 Tahun 2004, dilanjutkan Surat Edaran Nomor 120/1730/SJ
tanggal 13 Juli 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun
2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dan Permendagri Nomor

69 Tahun 2007 : Kerjasama Pembangunan Perkotaan.

2). Fasilitasi pemerintah provinsi. Faktor pendukung yang berasal dari pemerintah level
atas lainnya, adalah dukungan pemerintah provinsi melalui Bakorlin. Faktor yang
mendukung adalah fasilitasi dan inisiasi (meski belum terkoordinasikan antar institusi

provinsi secara baik),

3). Dukungan pemerintah lokal. Adanya kemauan pemerintah lokal untuk bersinergi
menangkap peluang bersama, sinergi untuk menangani masalah bersama, penguatan
potensi bersama sebagai interest group pada kepentingan daerah terhadap pusat dan

sebagainya

4). Profesionalitas lembaga kerjasama regional. Profesionalitas ini merupakan implikasi
dari independensi pengelola kerjasama regional dibandingkan bila dikelola sendiri oleh
kalangan birokrasi yang sangat terikat prosedur birokratis,.

b. constraint factors :

1). Inkonsistensi aturan administrasi keuangan yang berakibat kurang dapat
mengakomodasikan perkembangan di daerah. Inconsistensi ini menjadikan membuat
daerah gamang untuk mengembangkan kerjasama antar daerah. Aturan yang
kurang konsisten tersebut adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006. Meski telah ada

revisi dengan terbitnya Permendagri nomor 59 Tahun 2007, aturan pengelolaan
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keuangan daerah ini membawa dampak ketakutan pada model pengawasan
pemerintah yang belum memasukkan kerjasama antar daerah dalam item anggaran

pemda.

. belum adanya pedoman operasional yang berisi landasan hukum pembentukan

kerjasama pada level regional, pedoman kelembagaan yang dapat dipilih dan

bantuan teknis serta alternatif pendanaan.

Kurangnya pemahaman konsep manajemen regional. Pemahaman konsep

manajemen regional yang belum merata terutama pada lembaga legislatif.

. Belum adanya kesepakatan indikator kinerja manajer regional dari beberapa pihak

terkait, yakni : RM sendiri, eksekutif dan legislatif masing-masing pemkab/pemkot

anggota lembaga kerjasama regional.

Ego daerah. Hambatan lain yang dirasa cukup mengganggu adalah aneka

manifestasi dari ego daerah.

. Lemahnya jejaring. Profesionalitas belum sepenuhnya dapat dieksprseikan karena

masih lemahnya jejaring dan belum dikenalnya lembaga regional management dari

kalangan buyer/partner.

K.6. Format Kerjasama Regional

L.6.1.

Format Eksisting Kerjasama Regional

Ada tiga pendekatan kerjasama yang saat ini terjadi di Jawa Tengah, yakni :
1). Model Kerjasama ekonomi

2). Model Kerjasama Non Ekonomi (tahap rintisan)

3). Model Kerjasama antar daerah yang berdekatan tanpa wadah lembaga kerjasama

regional (sporadis dan sangat jarang terjadi)

Tabel VII.2. Pola Karakter pada Model Kerjasama Regional di Jawa Tengah

® Intergovermental ® Intergovermental Relation ¢ Tanpa Wadah Lembaga
Management (IGM) (IGR

A. DENGAN PERDA TATA RUANG PROVINSI :

1. Barlingmascakeb : 1. Purwomanggung :
¢ Banjarnegara ¢  Purworejo,
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Purbalingga
Banyumas
Cilacap
Kebumen
2. Subosukawonosraten

Surakarta
Boyolali
Kartasura
Karanganyar
Wonogiri
Sragen
Klaten

B. TANDA DUKUNGAN PERDA TATA RUANG :

3. Sampan :

Kota Tegal

Kota Pekalongan
Kabupaten Tegal
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Batang
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Brebes

Karakter Lembaga :

Digerakkan visi, misi
Dilandasi Konsep
Regional Marketing
Intensitas kegiatan
tinggi

Teridentifikasi
kebutuhan kerjasama
pada pelayanan publik

Karakter lembaga :

Koordinatif

Tersusun visi, misi

Platform : sangat makro
Intensitasitas kegiatan rendah
Masih mencari kemapanan konsep
kerjasama (terlihat aktivitas
mengarah ke Regional
Marketing)

Sumber : Hasil analisa penelitian

1.6.2.

Format Usulan

‘Wonosobo,
Magelang dan
. Temanggung

2. Bergas :

® Brebes,
¢ Tegal dan
e Slawi

3. Tangkalangka :

® Batang,
e Pekalongan,
. Pemalang dan
® Kkajen
4. Banglor :

®* Rembang dan
e Blora

5. Wanarakuti:

® Juwana,
Jepara,
Kudus, dan
Pati

Karakter Region :

Tidak terjadi komunikasi
Tidak terjadi kerjasama
Tidak ada lembaga kerjasama
Baru tahap identifikasi
kebutuhan kerjasama
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Saran untuk Format Ideal Kelembagaan Kerjasama Regional terutama pada cakupan

kerjasama. Cakupan lembaga kerjasama regional yang ada di Jawa Tengah yang
direpresentasikan oleh Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan Sampan, baru
sebatas pada Regional Marketing. Di lain pihak, ada dorongan kebutuhan dari
pemerintah daerah yang ingin mengadakan kerjasama (terutama yang belum
tergabung dalam lembaga kerjasama regional) untuk melakukan kerjasama bidang
pelayanan publik. Kedua format kerjasama (ekonomi dan non ekonomi) ini belum
terwadahi menjadi satu. Selain cakupan banyak aspek yang juga menghambat
kinerja lembaga kerjasama regional.

Untuk format lembaga kerjasama regional ke depan disarankan :

1). Lengkapi cakupan kerjasama tidak sebatas pada salah satu bidang seperti yang
selama ini terjadi di Jawa Tengah, tetapi mencakup rintisan menuju 2 bidang

utama, yakni kerjasama ekonomi dan pelayanan publik.

2). Perlunya pemahaman konsep manajemen regional yang merata (eksekutif dan
legislatif) pada proses pembentukan region (regionalisasi) dan perintisan

kerjasama baru.

3). Perlunya rencana pentahapan pematangan kerjasama regonal dari sektor
potensial menuju pada kerjasama komprehensif, dapat dimulai dari kerjasama

yang sifatnya intergovernmental relation menuju intergovernmental management

4). Lakukan pembentukan kerjasama regionalisasi desentralistis, dari identifikasi
kebutuhan riil, perkuat dengan pemahaman konsep manajemen regional,

kerjasama dengan lembaga pendamping dan perluasan jaringan (networking).

5). Perlunya konsistensi dan dukungan kebijakan yang tegas mulai dari nasional,
provinsial sampai ke tingkat pelaksanaan kerjasama regional, dengan skenario

nasional yang tegas

K. Penutup
J.1. Kesimpulan

Tuntutan kerjasama pembangunan antar daerah menjadi sifat alamiah (nature) dan

merupakan kebutuhan internal untuk mensinergikan potensi, dan limitasi masalah tiap
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daerah. Kerjasama tersebut seharusnya direalisasikan atas dasar inisiatif lokal untuk

mendorong proses “integrasi sektoral” ke dalam “integrasi kewilayahan” (regional

networking).

Banyak ragam kerjasama antar daerah, antara lain : kerjasama antar daerah yang
berdekatan, kerjasama antara daerah yang tidak berdekatan (antar kota dalam negeri dan
luar negeri), kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga (swasta, BUMN/D,
LSM/masyarakat, dan luar negeri), dan Kerjasama antar Daerah yang bersifat massal,
misalnya Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI) pengganti APKASI dan
Badan Kerjasama Pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia sebagai pengganti Asosiasi
Pimpinan DPRD Provinsi se Indonesia, dan sebagainya. Dari aneka jenis kerjasama yang
ada tersebut, jenis pertama, yakni kerjasama antar daerah yang berdekatan menjadi fokus
disertasi ini.

Dari regionalisasi dan kerjasama regional yang terbentuk terdapat 3 variasi region
yakni : (i) murni regionalisasi keruangan (region tanpa kerjasama), (ii) regionalisasi dengan
diikuti hubungan koordinasi (intergovernmental relation), dan (iii) regionalisasi dengan diikuti
manajemen regional (intergovernmental management). Berikut kesimpulan yang disimpulkan
dari pengembangan 3 pertanyaan pokok penelitian (Proses regionalisasi, faktor penentu
kerjasama regional dan format lembaga ke depan). Butir-butir kesimpulan dari jawaban
ketiga masalah tersebut adalah :

a. Pemetaan :

1. Di Jawa Tengah terpetakan ada 3 jenis region dari proses regionalisasi yang berbeda.
Pertama, regionalisasi berdasar wilayah kerja Pembantu Gubernur yakni Bakorlin
(Badan Koordinasi Lintas Wilayah), kedua, regionalisasi berdasarkan perencanaan tata
ruang ( 8 kawasan prioritas), dan ketiga, regionalisasi berdasarkan kebutuhan beberapa
daerah sendiri (Sampan dan Banjarkebuka).

2. Jumlah lembaga kerjasama regional di Jawa Tengah (tahun 2008) ada 4 lembaga, yakni :
3 lembaga kerjasama dari 8 kawasan prioritas, yakni : Barlingmascakeb,
Subosukawonosraten, dan Kedungsepur dan 1 lembaga yang muncul sebagai kebutuhan
daerah sendiri (Sampan).

3. Pada masa orde baru yang sentralistis, regionalisasi banyak berhenti sebagai regionalisasi
keruangan semata. Kerjasama antar daerah yang berdekatan (kerjasama regional) di

Jawa Tengah mulai marak kembali pada awal pelaksanaan desentralisasi (sekitar tahun
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2003). Suasana awal desentralisasi ini digambarkan dengan masih terjadinya kesenjangan

antara gagasan perubahan dengan praktek pemerintahan. Konsep dan paradigma
pemerintahan bergeser, dari kekuasaan ke pelayanan, disamping terjadi pula pergeseran
konsep dari pembangunan daerah ke pembangunan wilayah. Dalam kenyataannya
koordinasi dan komunikasi antar daerah yang berdekatan masih sangat lemah.

b. Proses Pembentukan Lembaga Kerjasama

4. Ada 3 (tiga) pendekatan dalam proses pembentukan region (regionalisasi) di Jawa

Tengah, yakni :

1) Pendekatan kewilayahan (regional management), fokus: ekonomi (promosi potensi
daerah). Contoh di Jawa Tengah: Barlingmascakeb, Sampan, Subosukawonosraten,
dan Kedungsapur.

2) Pendekatan spesifik (sektoral), yakni pengelolaan sumber daya, kesehatan, infra
struktur (kerjasama dua atau lebih daerah yang berdekatan, yang memiliki
keterkaitan dan kepentingan yang sama). Contoh Banjarkebuka berdasarkan
penyediaan infrastruktur jalan.

3) Pendekatan koordinatif, sebagai contoh adalah Badan Kerjasama Antar Daerah
(BKAD) atau Sekretariat Bersama, contoh : Kedungsepur.

5. Proses regionalisasi dapat dikategorikan menjadi 2, yakni : sentralistik dan desentralistik.

Region-region tersebut adalah :

a) Regionalisasi sentralistis : pembentukan region ini murni inisiatif Pemerintah
Provinsi. Termasuk kategori ini adalah, Bakorlin dan Kawasan Prioritas. Bakorlin
tidak berkembang menjadi lembaga kerjasama, karena memang tidak dimaksudkan
untuk keperluan tersebut, sedangkan. Kawasan Prioritas merupakan 8 region hasil

regionalisasi tata ruang Pemerintah Provinsi.

b)  Regionalisasi desentralistis. Regionalisasi desentralistis yang berkembang menjadi
lembaga kerjasama ini adalah Sampan (Sapta Mitra Pantura). Pada regionalisasi
yang proses awalnya bercirikan regionalisasi desentralistis yakni tumbuh berdasarkan

kebutuhan sendiri.

6. Proses pembentukan region sentralistis tidak selalu berakibat stagnasi pada region yang
bersangkutan, selama dalam perkembangan berikutnya dilakukan upaya pembenahan

mendekati ciri-ciri region desentralistis (misalnya dengan pengenalan dan penerapan
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konsep intergovernmental management), pada region yang dibentuk secara sentralistispun

dapat direformasi menjadi lembaga kerjasama regional dengan ciri desentralistis.

c. Dinamika Kerjasama Regional

7. Pada umumnya daerah yang sudah tergabung dalam lembaga kerjasama regional menilai
positif keberadaan lembaga tersebut, terutama dalam kapasitasnya sebagai lembaga
promosi daerah, sedang bagi daerah yang belum tergabung masih terjadi keraguan untuk
melangkah.

8. Meski berpandangan positif, umumnya penyebaran pengetahuan tentang konsep
manajemen regional baru sebatas pada pelaksana daerah dan pelaksana kerjasama
regional, sedang pada pelaku usaha dan investor masing masih kurang.

9. Lembaga kerjasama regional digerakkan oleh visi dan misi. Dinilai bahwa kelibatan
pemerintah daerah cukup memadai dalam penyusunan visi misi, sedangkan pelaksana
kerjasama kurang karena umumnya pada saat penyusunan visi misi, beberapa lembaga
kerjasama belum memiliki manajer regional.

10. Secara umum dapat disimpulkan bahwa lembaga kerjasama regional dinilai dinamis
baru pada kegiatan promosi dan pemasaran, tetapi belum pada pembangunan
infastruktur pelayanan publik dan investasi.

11. lembaga kerjasama dengan model Intergovernmental Management (IGM) lebih memiliki
kegiatan riil yang berpengaruh positif, dibandingkan dengan lembaga kerjasama dengan
model intergovernmental relation (IGR). Dari runutan kualitatif, lembaga kerjasama
bersifat koordinatif (Kedungsepur) belum banyak didapatkan manfaat riil seperti pada
lembaga kerjasama manajerial seperti Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan

Sampan.

d. Faktor Pencetus Berkembangnya Regionalisasi Keruangan menjadi Kerjasama Regional
12. Pada kerjasama regional yang relatif mapan, didapati proses yang hampir sama pada
awal pembentukan dan reformasi birokrasinya, yakni : komunikasi intensif, dibarengi
inisiasi untuk membangun komitmen awal, dan pemahaman konsep manajemen regional.
Beberapa prasyarat (khususnya komunikas dan  komitmen) tersebut sudah ada pada

pembentukan region secara desentralistis.
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13. Sebuah regionalisasi tata ruang hanya akan berevolusi menjadi kerjasama regional bila

dipenuhi beberapa syarat. Pertama, terjadi komunikasi antar pemerintah dalam
regionalisasi keruangan. Komunikasi ini dapat berupa keprihatinan dalam menghadapi
masalah bersama, penyediaan pelayanan publik lintas wilayah administrtaif ataupun
berupa semangat untuk menangkap peluang ataupun pemasaran regional. Kedua, adanya
inisiasi dari pihak luar yang turut membangun komitmen bersama, dan ketiga adanya
konsep kerjasama dalam kerangka manajemen regional yang jelas.

14. bahwa meski ada kebutuhan bersama, agar lembaga kerjasama regional dapat terbentuk
paling tidak diperlukan insiatif luar sebagai stimulus yang berupa dampingan antara lain
berupa fasilitasi terjalinnya komunikasi, pembentukan komitmen dan juga bantuan
konsep manajemen regional yang jelas, barulah respon daerah akan muncul.

15. Kesetaraan merupakan kunci utama kerjasama regional. Barlingmascakeb dan
Subosukawonosraten memberikan pelajaran bahwa pemberdayaan potensi lokal
memerlukan inovasi pola pembangunan secara ekonomis-politis dalam rangka
menciptakan kesetaraan (equality), efisiensi dan pertumbuhan secara serentak.
Pencapaian tujuan tersebut dapat berjalan efektif bila terbentuk “keterkaitan wilayah”
(regional linkages) sebagai skema kerjasama pembangunan daerah untuk meningkatkan
posisi tawar bersama (regional competitive advantages).

e. Faktor yang berpengaruh pada kerjasama regional
Beberapa faktor yang mempengaruhi regionalisasi, antara lain : tekanan globalisasi
yang berpengaruh pada peran negara, tekanan pendapatan daerah dan kemampuan
daerah, serta egoisme lokal. Secara berbeda, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan
menjadi dua tingkatan, yakni faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari level
pemerintahan lebih atas dan dari level pemerintahan lokal. Faktor penentu ini dapat

diidentifikasi lebih tegas meliputi :

16. Adanya inkonsistensi kebijakan/peraturan dalam kerjasama regional. Menilik
pengalaman praktek kerjasama antar daerah di beberapa negara, ada sejumlah aturan
perundangan yang memberikan jaminan atas berlangsungnya kerjasama antar daerah.
Di Indonesia, aturan tersebut berawal dari UU No 32 Tahun 2004, dilanjutkan Surat
Edaran Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah,

dan Permendagri Nomor 69 Tahun 2007 : Kerjasama Pembangunan Perkotaan.
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17.

18.

19.

Namun demikian kebijakan di atas menjadi kurang konsisten dengan penjabaran
kebijakan / aturan lanjut. Aturan tersebut adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006
(meskipun telah ada revisi dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama pasal 42 sampai 44 tentang hibah).
Aturan ini membawa dampak psikis bagi penyelenggara kerjasama berupa ketakutan
pada model pengawasan pemerintah yang belum memasukkan kerjasama antar daerah
dalam pos pengelolaan keuangan daerah.

Adanya kendala politis dalam kerjasama regional. Secara politis terdapat beberapa
kondisi yang menjadi constraints yakni : kekawatiran berkembangnya regionlism,
inkonsistensi dan ketidakjelasan political will pemerintah pada pengembangan
kerjasama regional, serta sulitnya dukungan legislatif pada operasionalisasi kerjasama
di tingkat Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung yang berasal dari pemerintah level atas, antara lain dukungan
pemerintah provinsi melalui Bakorlin yang berupa fasilitasi dan inisiasi (meski belum
terkoordinasikan antar institusi provinsi secara baik), sedangkan hambatannya adalah
belum adanya pedoman operasional yang berisi landasan hukum pembentukan
kerjasama pada level regional, pedoman kelembagaan yang dapat dipilih dan bantuan
teknis serta alternatif pendanaan.

Dukungan dari pemerintah lokal adalah adanya potensi kerjasama yang berupa
sinergi untuk menangkap peluang bersama, sinergi untuk menangani masalah
bersama, penguatan potensi bersama sebagai interest group pada kepentingan daerah
terhadap pusat dan sebagainya, sedangkan hambatan nampak pada : pemahaman
konsep manajemen regional yang belum merata pada legislatif, indikator kinerja
regional manager (RM) yang belum sepaham antara 3 pihak terkait, yakni : RM
sendiri, eksekutif dan legislatif masing-masing pemkab/pemkot anggota lembaga
kerjasama regional. Hambatan lain yang dirasa cukup mengganggu adalah aneka

manifestasi dari ego daerah.

f. Format Kelembagaan Kerjasama Regional

20.

Cakupan bidang kerjasama regional di Jawa Tengah yang direpresentasikan oleh
Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan Sampan masih sangat sempit, hampir

semua lembaga kerjasama regional baru sebatas pada regional marketing. Kerjasama
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belum merambah pada penanganan masalah lingkungan, pembangunan infrastruktur,

dan pelayanan publik.

21. Ketiga lembaga (Barlingmascakeb, Subosukawonosraten dan Sampan) tersebut lebih
mendekati konsep Intergovernmental Management (IGM), sedangkan Kedungsepur
masih sebatas lembaga koordinatif menyerupai konsep Intergovernmental Relation
(IGR) yang merupakan asosiasi antar daerah yang banyak berkembang di Amerika.
Sementara ada dorongan kebutuhan dari pemerintah daerah yang ingin mengadakan
kerjasama (terutama yang belum tergabung dalam lembaga kerjasama regional) untuk
melakukan kerjasama bidang pelayanan publik. Kedua format kerjasama (ekonomi

dan non ekonomi) ini belum terwadahi menjadi satu.

8.1.Implikasi
8.2.Implikasi Kebijakan (Policy Implications)
a. Implikasi pada proses pembentukan region dan kerjasama regional

Mengingat bahwa pengetahuan tentang konsep Manajemen Regional
(MR) masih terbatas pada sebagian kecil pelaku kerjasama, masih sangat
diperlukan penyebaran pemahaman konsep tersebut pada proses pembentukan region
(regionalisasi) dan perintisan kerjasama baru. Hal tersebut karena : banyak region
hasil pembentukan regionalisasi sentralistis yang matisuri. Pada region stagnan
yang terbentuk dari proses sentralistis tersebut dapat dilakukan upaya
menghidupkan kembali dan ditingkatkan statusnya menjadi lembaga kerjasama
regional dengan inisiasi dan penerapan konsep manajemen regional yang
disepakati bersama, pendampingan yang intensif dan fasilitasi dari pemerintah
Provinsi. Penting dipertimbangkan aspek komplementaritas dalam pembentukan

region baru.

b. Untuk peningkatan dinamika Kerjasama Regional
Mengingat bahwa bentuk lembaga kerjasama intergovernmental
management (IGM) lebih memiliki kekuatan dalam collective action, berimplikasi
diperlukannya upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Untuk menuju
lembaga intergovernmental management (1GM) diperlukan rencana pentahapan

pematangan kerjasama regonal dari sektor potensial menuju pada kerjasama
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komprehensif, dapat dimulat dart kerjasama yang sifatnya intergovernmental relation

(IGR) menuju intergovernmental management (1GM).

Dasar pemikiran dari saran di atas adalah : kerjasama regional menjadi
agak sulit karena sifatnya yang seringkali “antagonis”, artinya satu daerah bisa
lebih beruntung daripada daerah lainnya dalam bekerja sama dalam satu bidang
atau sektor tertentu, sedang di sektor lain tidak. Oleh karena itu perlu
dikembangkan model kerjasama lintas sektor, di mana kerugian di sektor yang
satu dapat ditutupi dengan sektor yang lainnya. Namun demikian,
pelaksanaannya tetap harus bertahap. Model kerjasama yang dapat memecahkan
permasalahan yang dihadapi bersama adalah model yang akan lebih mudah dan
cepat dilaksanakan tanpa harus menunggu peraturan-peraturan pendukungnya.
Kerjasama semacam dapat dimulai melalui koordinasi lebih dahulu misalnya
dengan program yang sama tanpa harus mengeluarkan dana dan kegiatan
pengelolaan bersama lainnya. Dengan demikian, model kelembagaan bisa dimulai
dengan yang sifatnya koordinatif (intergovernmental relation), baru setelah hasil
dan kegiatannya mulai membesar, maka perlu dibentuk lembaga yang mengelola
kerjasama tersebut (intergovernmental management). “Regionalisasi” yang sifatnya
komprehensif kalau bisa dilakukan, akan lebih baik dibanding hanya sektoral.
Namun hal ini bisa dimulai dengan kerjasama sektor per sektor dan dapat

dilakukan secara simultan dengan membangun suatu regionalisasi.

Mengingat bahwa sampai akhir tahun 2008 lembaga kerjasama baru
efektif pada kegiatan regional marketing, sementara kebutuhan kerjasama dalam
bidang public service sudah mendesak, lengkapi cakupan kerjasama jangan hanya
sebatas pada salah satu bidang seperti yang selama int terjadi di Jawa Tengah, tetapi

mencakup rintisan menuju 2 bidang utama, yakni kerjasama ekonomi dan pelayanan

publik.

c. Untuk menumbuhkan faktor pencetus berkembangnya Regionalisasi Keruangan
menjadi Kerjasama Regional

Mengingat adanya faktor pencetus berkembangnya regionalisasi

menjadi kerjasama,  perlu dilakukan pembentukan kerjasama regionalisasi

desentralistis secara bertahap dengan memperhatikan faktor pencetus : mulai dari
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membangun komitmen (komunikast, koordinasi dan kerjasama), insiasi pihak luar,

dan perkuat dengan pemahaman konsep manajemen regional.

Dasar pemikiran dari saran di atas adalah : bagi kabupaten/kota
berdekatan yang berkeinginan untuk membangun sinergi regional melalui
kerjasama antar daerah seringkali mendapati kebutuan akan memulai dari mana.
Keinginan kerjasama ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah secara
bertahap. Sejumlah faktor pencetus yang ditemukan dari praktek kerjasama
antar daerah yang telah ada, dapat dipertimbangkan sebagai acuan. Proses
pembentukan hendaknya diawali dengan sosialisasi konsep MR. Kegiatan ini
dapat diinisasi oleh lembaga luar yang bersinergi dengan pemerintah provinsi

(Bakorlin).

Melalui mekanisme dan prosedur rintisan kerjasama (skenario
kerjasama antar daerah/SKAD) yang sekaligus berguna untuk media
menumbuhkan komitmen bersama (baik visi, misi, maupun sarana dan
pendanaan), kesepakatan kerjasama dapat dipersiapkan. Sosialisasi tidak cukup
hanya pada kalangan eksekutif, karena kesepakatan kerjasama memerlukan
pemahaman dan terutama pengesahan dari DPRD masing-masing calon anggota

kerjasama.

Pendewasaan kerjasama selanjutnya dilakukan dengan dukungan
konsep manajemen regional yang jelas dan tidak partial, artinya mencakup
kerjasama bidang ekonomi dan non ekonomi berbasis pelayanan publik serta
dilaksanakan oleh tenaga profesional melalui rekruiting regional manager yang

transparan.

d. Untuk peningkatan kinerja faktor yang berpengaruh pada kerjasama regional
Masih kuatnya pengaruh inkonsistensi kebijakan. Untuk meningkatkan
efektivitas kerjasama antar daerah  perlu upaya konsistensi dan dukungan
kebijakan yang tegas mulai dart nastonal, provinsial sampat ke tingkat pelaksanaan

kerjasama regional, dengan skenario nasional yang tegas.

Alasannya : banyak faktor yang turut berperan dalam kerjasama

regional. Faktor dominan yang sangat menentukan kelanjutan hasrat daerah
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berdekatan untuk bekerjasama adalah legalitas dari pemerintah. Faktor yang

bekerja secara vertikal atau hirarkhial tersebut kebijakan dari pemerintah pusat

dan provinsi.

Dengan kebijakan yang tidak tegas berakibat kegamangan daerah
dalam melakukan kerjasama. Perlu adanya skenario pengembangan kerjasama
antar daerah yang jelas mulai dari tingkat nasional, propinsi dan daerah. Dengan
skenario yang jelas tidak ditemukan lagi inkonsistensi kebijakan seperti saat ini
terjadi, yakni serangkaian aturan pendorong terjadinya kerjasama regional
dimentahkan oleh aturan pengelolaan keuangan yang kontra produktif dengan

pelaksanaan kerjasama regional.

Skenario yang jelas diperlukan karena dalam kenyataannya, terdapat
kerjasama yang sifatnya hierarkhis karena (selain relasi horisontal) suatu wilayah
saling tergantung secara berjenjang dari skala yang paling kecil, yaitu daerah
kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, dengan peran dan kewenangan

dari masing-masing jenjang.

Kejelasan skenario ini sebaiknya dijamin dalam konsistensi kebijakan,
mulai dari UUD 1945, Perundangan di bawahnya, Peraturan Pemerintah sampai
aturan pengelolaan keuangan daerah (permendagri). Kondisi ini juga sejalan
dengan kerangka komunikasi yang dikembangkan oleh Goggin yang terurai pada

bab II di muka.

Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan lintas kabupaten/kota dan
Pemerintah Nasional memiliki kewenangan lintas provinsi. Pemerintah Pusat dan
Provinsi perlu berusaha bagaimana agar kerjasama tersebut betul-betul
dibutuhkan dan berdampak kepada kabupaten/kota serta masing-masing
tingkatan tersebut memiliki kepentingan yang sama terhadap bidang-bidang yang

dikerjasamakan.

e. Untuk membangun format ideal kelembagaan Kerjasama Regional
Format kelembagaan kerjasama antar daerah yang berdekatan ke

depan penting untuk :
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(1). melengkapi cakupan kerjasama regional. Karena lembaga kerjasama regional

saat ini baru terfokus pada regional marketing, ke depan format lembaga
kerjasama regional hendaknya mencakup dua fokus, yakni regional maketing

dan pelayanan publik.

(2). Menentukan dengan kesepakatan bersama bentuk forum kerjasama yang akan
dilaksanakan. Perlu dipertimbangkan menjadikan lembaga kerjasama tidak
sebatas koordinasi pembangunan saja. Untuk kesinambungan kerjasama,
bentuk lembaga disarankan lebih menekankan pada konsep intergovermental

management (IGM) dari intergovernmental relation (IGR).

(3). menyusun rencana pentahapan kerjasama yang jelas dan feastble.
Pengembangan kegiatan lembaga kerjasama regional hendaknya dilakukan
secara bertahap. Meskipun kerjasama komprehensif lebih banyak
memberikan keamanan karena mekanisme keuntungan satu sektor menutup
kerugian kerjasama sektor lain, namun bila dilakukan serentak pada awal
pembentukan memberikan implikasi kehilangan fokus, sehingga banyak
kegiatan yang tidak efektif, yang kemudian menyurutkan semangat

bekerjasama.

8.3.Implikasi Teoritis (Theory Implications)
Cara pandang klasik (intra organisasi) pada organisasi lembaga kerjasama
antar daerah tidak relevan lagi dengan karakter lembaga kerjasama yang
mengkolaborasikan daerah-daerah otonom ke dalam hubungan kerjasama antar daerah

(intergovernmental organization).

Birokrasi Weberian (Albrow, 2005) yang memiliki pola hubungan strukturalis
— hierarkhis (kewenangan terpusat, span of controll ketat, impersonal dan sebagainya)
menjadi kurang sesuai dengan karakter networking yang flexible dalam semangat
kolaborasi (Robert Agranoff, 2003 dan Klijn dalam Koppenjam, 1999). Untuk tercipta
kolaborasi, ada 5 dimensi dari Thomson yang harus diperhatikan, yakni : (i) dimensi
pemerintahan (Governance dimension), (ii) dimensi administrasi (administration

dimension), (iii) dimensi otonomi (Autonomy dimension), (iv) dimensi saling
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menguntungkan (mutually dimension) serta (v) dimensi kepercayaan dan saling memberi

(Trust and reciprocity dimension).

Ada dukungan teori dari Weicchart yang mengemukakan sejumlah faktor
yang bermain pada regionalisasi dan kerjasama antar daerah. Weicchart mengisi
kekosongan informasi atas wvariabel pendukung dan penghambat implementasi
kebijakan antar daerah dalam model Goggin. Kedua teori nampak saling memperkuat.
Sementara sejumlah variabel yang diberikan O’Toole nampak kurang seirama dengan
kedua pendapat tersebut. O”Toole justru mengedepankan dimensi stabilitas struktural
(indeks stabilitas/ kemapanan struktur) dalam kerjasama antar daerah. O”Toole
meyakini tanpa memperhatikan faktor ini hubungan kerjasama yang dilakukan tidak

akan mampu meningkatkan kinerja manajerial.

Ada 4 (empat) bentuk networking dari Robert Agranoff yang dapat dipilih
ketika dua atau lebih daerah kabupaten / kota akan mengadakan kerjasama. Ke empat

bentuk networking tersebut adalah :

a. information networks : beberapa daerah dapat membuat sebuah forum yang hanya
berfungsi sebagai pertukaran kebijakan dan program, teknologi dan solusi atas

masalah-masalah bersama.

b. developmental networks : kaitan antar daerah yang terlibat lebih kuat, karena selain
pertukaran informasi juga dibarengi dengan pendidikan dan pelayanan yang secara
langsung dapat meningkatkan kapasitas informasi daerah untuk mengatasi masalah

di daerah masing-masing.

c. outreach networks : dalam networking : ada penyusunan program dan strategi untuk
masing-masing daerah yang diadopsi dan dilaksanakan oleh daerah lain (biasanya

melalui fasilitasi organisasi partner)

d. action networks : daerah-daerah yang menjadi anggota secara bersama-sama

menyusun program aksi bersama sesuai proporsi dan kemampuan masing-masing.

Selain 4 (empat) bentuk networking yang dapat dipilih oleh daerah yang
merintis kerjasama antar daerah secara umum, bagi daerah yang berdekatan dapat juga

mempertimbangkan 2 (dua) bentuk kelembagaan kerjasama yang lebih serius (diambil
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dari pengalaman praktek di beberapa negara), yakni : intergovernmental relation (IGR)
atau intergovernmental management (IGM). Kerjasama antar daerah sebaiknya juga

menggunakan semangat kolaborasi (Thomson).

8.4.Implikasi Metodologis (Methods Implications)

Studi kasus dengan pengkayaan berbagai teknik pengumpulan data ini
memiliki kelebihan dapat menangkap agregat perbedaan profil dari masing-masing
lembaga kerjasama yang ada secara mendalam. Kedalaman informasi diperoleh dari
variatifnya metode penelusuran yang dilakukan, yakni menggunakan berbagai teknik
pengumpulan data berupa : indepth interview, penelusuran berita di mass media (koran,
web site), wawancara tidak langsung (melalui email dan telepon), survai, kesertaan
dalam Forum Pelaku (FPD / Forum Pemerintah Daerah) serta pendampingan.

Kekayaan informasi menjadi kekuatan penelitian ini.

Banyaknya ragam teknik pengumpulan data juga membawa kelemahan,
yakni : potensial terbawa pada informasi yang sebenarnya kurang diperlukan (waste
data), akibat lebih lanjut, alur yang dibangun seringkali terganggu oleh banyaknya

informasi.

Paling tidak ada dua Implikasi metodologis pada penelitian selanjutnya.
Pertama, perlunya konsistensi yang lebih ketat pada fenomena yang akan diungkap.
Kedua, luasnya cakupan disertasi membawa implikasi untuk pembatasan fokus
penelitian selanjutnya (sempit namun mendalam). Hal ini dapat dilakukan pada tahap
lanjut penelitian, karena informasi yang bersifat umum telah didapatkan dari penelitian

ini.
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